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BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR |\20TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN

BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SIAK,

bahwa dalam rangka untuk memulihkan kerugian
daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,
perlu pengaturan penyelesaian kerugian daerah yang
efektif dan akuntabel,

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain;

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);



. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387)
schagaimana telah diubah beberapa kali, dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5934);

. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Siak Tahun 2007
Nomor 25 Seri A);

. Peraturan Bupati Siak Nomor 50 Tahun 2014 tentang
Sistemm dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 50);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR

OPERASIONAL PROSEDUR TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Siak;

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -
luasnya dalam sistern dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak dan perangkat daerah sebagal
unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Kepala Daerah adalah Bupati Siak;

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang,
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan
terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan
tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/ Daerah.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan yang
dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain
dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara
yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.

Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara
pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk
bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negerl Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan
Kerugian Daerah.

Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab
hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak
cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam
hukum.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

(1)

Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya
perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas
kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang
Merugikan.

Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang
menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan
karena meninggalnya pewaris.

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah.

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD
adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya
disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan
pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat
SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan
bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia
mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang
selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) atas nama Bupati
selaku PPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.

Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya
disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang
mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan periggantian
Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain.

Surat Penagihan (SPn) adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala SKPKD
untuk melaksanakan penagihan dalam penyelesaian kerugian daerah
atas dasar SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud dilaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah adalah untuk
memulihkan kekayaan daerah akibat terjadinya kerugian daerah yang
disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Tujuan dilaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah adalah dalam
rangka mengembalikan kekayaan Pemerintah Kabupaten Siak yang
timbul dari akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.



(2)

(1)

(2)

(2)

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Standar Operasional
Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga,
dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan:

a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
b. Pejabat Lain;
1) pejabat negara; dan

2) pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat
negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara.

Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bagian Keempat
Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang

Pasal 4

Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib
melakukan tindakan pengamanan terhadap:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada
dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah;
dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Keruglan Daerah.

Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau
tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti
kerugian dimaksud.

BAB II
INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 5
Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;

b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;

c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

d. laporan tertulis yang bersangkutan;

e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
f. perhitungan ex officio; dan/atau

g. pelapor secara tertulis,

Perhitungan ex officio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah
perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang,



(1)

(3}

(7)

surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang menjadi tanggung
jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada
dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia.

Pasal 6

Atasan langsung atau Kepala OPD wajib melakukan verifikasi terhadap
informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Atasan langsung atau Kepala OPD dapat menunjuk Pegawai/Pejabat Lain
untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah:
1. melaporkan kepada Bupati; dan
2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan,

b. Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk
indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala SKPKD;

Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh
informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1).

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat
berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.

Kerugian daerah yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah verifikasi dilakukan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Laporan kerugian daerah oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah
kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa
penyampaian laporan kerugian negara kepada Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian
negara/daerah diketahui.

Maksud “setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah”
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah terhitung sejak informasi
kerugian daerah dilaporkan dan dilakukan verifikasi atas kebenaran
terjadinya kerugian daerah yang ditimbulkan oleh Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 7

Dalam hal Pegawai/Pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6
ayat (3), dan/atau Pasal 6 ayat (4) dikenakan sanksi administratif sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi administratif dapat berupa hukuman disiplin ataupun
pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.



BAB III
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 8

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3), PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

(1)

(2)

(1)

(2)

(4)

Pasal 9

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah Bupati, dalam hal
kerugian daerah dilakukan oleh Pegawal Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah;

Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku
Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk kerugian daerah yang dilakukan
oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD,
kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh
Bupati.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 10

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) membentuk TPKD.

TPKD merupakan tim yang dibentuk dalam rangka memproses
penyelesaian kerugian daerah dengan jujur, adil, transparan, dan
bertanggung jawab.

TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan struktur
keanggotaannya sebagai berikut:

a. Ketua . Kepala Bidang Pembiayaan Badan Keuangan Daerah
(BKD);

b. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat;

c. Anggota 1. Sekretaris BKD
2. Kepala Bidang Aset BKD
3. Kepala Bidang Akuntansi BKD; dan
4. Kasubbag Peraturan Perundangan-undangan, Bagian
Hukum Sekretariat Daerah.

Dalam hal pihak yang diduga menimbulkan kerugian daerah adalah
seorang Pejabat Tinggi Pratama, maka dibentuk TPKD bersifat sementara
(ad hoc) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang mempunyai
kriteria sebagai berikut:

a. minimal pejabat/pegawai setingkat Pejabat Tinggi Pratama,

b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan proses penyelesaian
kerugian daerah.



()

(6)

TPKD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh
Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah (Sekretariat TP/TGR).

Sekretariat TP/TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) susunan
keanggotaannya sebagai berikut:

a. Kasubbid Perbendaharaan pada Bidang Pembiayaan BKD;

b. Kasubbid Mutasi Aset dan Inventarisasi pada Bidang Aset BKD;
c. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan, Inspektorat;

d. Pelaksana pada Bidang Pembiayaan BKD; dan

e. Pelaksana pada Bidang Aset BKD.

Pasal 11

TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah diperintahkan oleh PPKD atau Kepala SKPKD.

Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan
wewenang:

a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;

b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
c¢. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
d

menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan
penyelesaian Kerugian Daerah; dan

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKD yaitu pejabat
vang diberi kewenangan oleh PPKD dalam penyelesaian kerugian
daerah.

Pasal 12
Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperoleh
melalui:
a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada
setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian
Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
Pasal 13
(1) TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf ¢ dapat meminta pertimbangan
dari pihak yang memiliki kompetensi.
(2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah instansi pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi untuk
menghitung nilai objek kerugian daerah atau Tim Penaksir Barang Milik
Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.



(1)

(1)

(1)

(2)

Pasal 14

Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD
disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah
untuk dimintakan tanggapan.

Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil
pemeriksaan disampaikan.

Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.

Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil
pemeriksaan.

Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ayat (4), dan ayat {5) kepada Kepala SKPKD.

Pasal 15

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(6) menyatakan bahwa:

a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan
perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain; atau

b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
paling sedikit memuat:

a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
b. jumlah Kerugian Daerah.

Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

Pasal 16

Kepala SKPKD menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan
TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), sebagai berikut:

a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.

Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) tidak disetujui, Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD
untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak
disetujui.

Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) disetujui, Kepala SKPKD segera menyampaikan
laporan kepada PPKD.



(2)

(3)

(4)

(6)

(3)

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 17

Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (3) disetujui oleh Kepala SKPKD, Kepala SKPKD segera
menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian
Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia,
penggantian  Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan
surat pernyataan Kkesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa
kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti
Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.

SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris;

jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;

cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;

pernyataan penyerahan barang jaminan; dan

pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik
kembali.

°opo g

Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf d, disertai dengan:

a. daftar barang yang menjadi jaminan,;
b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
¢c. surat kuasa memnjual.

Surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ adalah
surat yang menyatakan persetujuan pemberian kekuasaan oleh Pihak
Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kepada
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk dapat menjual barang
jaminan yang diserahkan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 18

Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.

Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum,
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari
kalender sejak SKTJM ditandatangani.

Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris  wajib
mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.



(4) Dalam hal kondisi tertentu, jangka waktu penggantian kerugian daerah
dapat ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), antara lain apabila:

a. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak Waris tidak
memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Daerah
dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

b. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau
pensiun sebagai penggantian Kerugian Daerah tersebut dari Pihak
Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat
menjamin akan terpulihkan Kerugian Daerah; dan/atau

c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan lebih besar dari atau
sama dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiahj.

(5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
dilaksanakan sepanjang belum ada pengaturan lebih lanjut oleh Menteri
Dalam Negeri.

(6) Kepala SKPKD mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui
pemotongan gaji/tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
paling rendah sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tiap
bulan sampai lunas.

(7) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b, Kepala SKPKD dalam membuat Surat
Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)} mencantumkan bahwa yang
bersangkutan masih mempunyai utang kepada Pemerintah Kabupaten
Siak dan dilakukan pemotongan paling rendah sebesar 30 (tiga puluh
perseratus) dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk
pelunasan Kerugian Daerah.

(8) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan berdasarkan permohonan dari Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh  Hak/Ahli Waris  yang
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD.

(9) Kepala SKPKD meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) kepada PPKD dengan melampirkan rekomendasi dari TPKD.

(10) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
oleh Kepala SKPKD atas persetujuan PPKD dan disampaikan kepada
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

(11) PPKD melalui Kepala SKPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.

(12) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD
melalui Kepala SKPKD menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 19

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh  Hak/Ahli Waris  dimaksud
dinyatakan wanprestasi.



(4)

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 20

Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak
dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada Kepala
SKPKD.

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPKD atas nama Bupati
selaku PPKD menerbitkan SKP2KS.

SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat
materi:

a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris;

b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan

daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 21

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan
secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya
SKP2KS.

(1)
(2)

(1)

(2)

(4)

Pasal 22
SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.

Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan
dengan tanda terima surat.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak /Ahli
Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja
sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak
Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dianggap
telah menerima atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara
tertulis kepada Kepala SKPKD dengan disertai bukti.

Kepala SKPKD menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan atas
SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati selaku



PPKD untuk diteruskan kepada Majelis.

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Apabila Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
maka Majelis mengambil keputusannya dalam sidang yang tidak
memberikan kesempatan peninjauan kembali.

Bagian Kelima
Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 24

PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenat:

a.

(7)

kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan
perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat {1} huruf b;

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau

penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana
dimaksud 23 ayat (1).

Pasal 25

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24, PPKD membentuk Majelis.

Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
5 (lima) orang.

Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh
PPKD, terdiri dari:

a. Ketua sekaligus merangkap Anggota :
1. Sekretaris Daerah;
b. Sekretaris sekaligus merangkap Anggota :
2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
c. Anggota :
3. Inspektur;
4. Asisten Administrasi Umum; dan
5. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah;

Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk bersifat
sementara (ad-hoc) atau tetap (permanen) sesuai dengan kebutuhannya,
dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Majelis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh
Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah (TP/TGR).

Pasal 26

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada
PPKD atas:



penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam 15
ayat (1) huruf b;

penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan
wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan

penyelesaian  Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Majelis
melakukan sidang berdasarkan Surat Perintah Tugas dari PPKD.

(1)

(2)

Pasal 28

Dalam sidang penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga,
dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau
lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai
berikut:

a. memeriksa dan mewawancaral Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau
pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;

b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki
keahlian tertentu;

c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Keterangan/pendapat dari orang/lembaga yang memiliki keahlian
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan
untuk dimintakan pendapatnya dalam menyelesaikan kerugian daerah,
termasuk juga untuk memperoleh jumlah kerugian daerah.

Pasal 29

Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)
terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawail
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan
hasil sidang.

Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
pertimbangan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
PPKD.



(4)

(5)

(1)

(2)

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD
mengusulkan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terbukti
bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan
perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui
PPKD/Kepala SKPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.

Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat
perhatian dalam pemeriksaan kembali.

Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), TPKD melalui PPKD/Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan kembali kepada Majelis.

Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menyatakan bahwa:

a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan
perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain; atau

b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 31

Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam
hal:

a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a; atau

b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b.

Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada PPKD untuk diteruskan kepada Kepala SKPKD.

Kepala SKPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui
penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 17
sampai dengan Pasal 23.



Pasal 32

Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, Majelis
menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
PPKD.

Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD
mengusulkan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam sidang penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak
Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan
wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, Majelis
melakukan hal sebagai berikut:

a.

b.

(1)
(2)

(3)

memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5);

memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada

instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan/atau

hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 34

Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
PPKD untuk menerbitkan SKP2K.

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat
materi:

a. pertimbangan Majelis;

b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris;

c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;

d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang



(4)

(1)

(2)

menangani pengurusan piutang daerah; dan

e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang
menangani pengurusan piutang daerah, dalam hal Majelis
berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diterbitkan paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis;

c. instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan

d

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 35

Dalam sidang penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan
SKP2KS scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf ¢, yang tidak ada
pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;

b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan/atau

c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis
menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 36

Dalam sidang penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan
SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang diajukan
keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1} huruf a;

b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);

c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);

d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau
pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;

e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki
keahlian tertentu; dan/atau

f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:



(3)

(3)

(1)
(2)

(3)

a. menolak seluruhnya;
b. menerima seluruhnya,; atau
¢c. menerima atau menolak sebagian.

Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis
belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD
melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang
terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 37

Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan
pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
materi:

a. pertimbangan Majelis;

b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris;

c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;

daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris;

e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah,;
cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan

g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang
menangani pengurusan piutang daerah dalam hal Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak
membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c
sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2)
huruf a dan huruf c.

SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan,

b. Majelis; dan

c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Warlis.

PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 38
SKP2K mempunyai hak mendahulu.

Apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain di samping
mengakibatkan  kerugian daerah  juga mempunyai  kewajiban
pinjaman/hutang kepada pihak lain, maka prioritas pengembalian adalah
pengembalian/pemulihan kerugian daerah.

Hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
mendudukkan pemerintah daerah sebagai kreditur preferen atau kreditur



(2)

(3)

utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur

Pasal 39

Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)
huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk
melakukan:

a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
b. penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:

a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian
Daerah; dan

b. mengusulkan penghapusan:

1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada
dalam peniguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; dan/atau

2. uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat
materi:

a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;

b. jumlah kekurangan:

1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; dan/atau

2) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:

1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; dan/atau

2} uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,

bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawali
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.



()

(6)

(1)

(2)

(3)

Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan
putusan basil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)
huruf b.

Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan
kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Majelis;

c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan

d. PPKD yang bersangkutan.

Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangarn.

BAB IV
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 40

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai
atas berkurangnya:

a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
a. nilai buku; atau
b. nilai wajar atas barang yang sejenis.

Dalam hal nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilal
barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua
nilai tersebut.

Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
adalah barang yang hilang/tidak dapat ditemukan/tidak ada fisiknya.

Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah yaitu
nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang telah
dibebankan yang muncul selama umur penggunaan aset tersebut.

Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah estimasi
harga yang akan diterima dari penjualan asset atau dibayarkan untuk
penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal
penilaian/penaksiran.

Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
TPKD dengan pertimbangan yang seadil-adilnya.



(2)

(3)

(4)

(6)

BAB V
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 41

Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas
dasar:

a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); atau
c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat
Penagihan (SPn) yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.

Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan
atas nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris yang bertanggung jawab atas Kerugian Daerah.

Surat penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan
Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS,
atau SKP2K ditetapkan.

Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai
tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat
Penagihan (SPn) diterbitkan.

Surat Penagihan (SPn} atas penyelesaian Kerugian Daerah melalui
penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3}
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengakui
menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah
dengan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (3) yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang
daerah;

b. Surat Penagihan (SPn) kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan
kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (3); dan

c. Surat Penagihan (SPn) ketiga diterbitkan dalam hal Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak
mengganti kerugian daerah sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3),
atau ayat (4).

Penerbitan Surat Penagihan (SPn) atas penyelesaian Kerugian Daerah
melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah SKP2KS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diterbitkan, yang
diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang daerah;

b. Surat Penagihan (SPn) kedua diterbitkan dalam hal Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak
mengganti kerugian daerah sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan

c. Surat Penagihan (SPn) ketiga diterbitkan dalam hal SKP2K
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan.



Pasal 42

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2),
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke kas daerah.

(1)

(3)

(4)

Pasal 43

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah
sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM,
SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan
Surat Keterangan Tanda Lunas.

Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Kepala SKPKD, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:

a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris;

b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah
dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau
SKP2K;

c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti
Kerugian Daerah;

d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat
keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan
SKTJM; dan

e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal
surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan
SKP2KS atau SKP2K.

Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar
pelunasan SKTJM, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas kepada
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian
dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.

Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah
disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian Surat Keterangan
Tanda Lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan
kepada instansi yang berwenang.

Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan,;

b. Majelis;

c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan

d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.



Pasal 44

(1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43, PPKD mengusulkan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

2 Ketentuan tata cara enghapusan diatur sesuai dengan ketentuan
pengnap 24
peraturan perundang—undangan.

Pasal 45

(1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah
ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat
mengajukan permohonan pengurangan tagihan daerah.

(2) Pengurangan tagihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan atas keputusan dari Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah.

(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh  Hak/Ahli Waris dapat
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian
Daerah atas dasar pengurangan tagihan.

(3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA
INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 46

Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang
menangani pengurusan piutang daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan
atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K
diterbitkan.

Pasal 47

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahl
Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang
ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bupati
menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang
menangani pengurusan piutang negara/daerah.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 48

Kewenangan Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah
kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dilaksanakan oleh
Kepala SKPKD.

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang
menangani pengurusan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VII
PENGHAPUSAN

Pasal 49
PPKD dapat mengusulkan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang
digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Kewenangan PPKD mengusulkan penghapusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), atas dasar:

a. Pertimbangan penghapusan secbagaimana dimaksud dalam Pasal 29
ayat (2) huruf a atas putusan sidang Majelis terbukti bahwa
kekurangan barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum
atau lalai dari Pegawai Negeri Bukan Bendaharan atau Pejabat Lain;

b. Pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
ayat (1) huruf b atas putusan hasil sidang untuk penyelesaian
Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan
keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Wartis;

c. Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah; atau

d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
yang telah melakukan penyetoran pelunasan ganti Kerugian Daerah
ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang
tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dan dinyatakan telah
melakukan pelunasan dengan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL).

Kewenangan Bupati selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengusulkan penghapusan barang milik daerah atau barang bukan milik
daerah dilaksanakan oleh Kepala OPD selaku Pengguna Barang.

Kepala OPD dalam mengusulkan penghapusan barang milik daerah atau
barang bukan milik daerah atas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).

Dalam hal mengusulkan penghapusan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Kepala OPD selaku Pengguna Barang
mengajukan usul penghapusan barang milik daerah dimaksud secara
berjenjang kepada Pengelola Barang dengan melampirkan dokumen
seperlunya, antara lain Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
Pengguna Barang.

Dalam hal mengusulkan penghapusan uang dan/atau surat berharga



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEDALUWARSA

Pasal 50

(1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika:

a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah;
atau

b. dalam waktu 8 {delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah,

tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

(2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung sejak informasi
Kerugian Daerah dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian
Daerah dan dilaporkan kepada Bupati selaku PPKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tidak dilakukan penuntutan ganti rugi
terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris.

(3) Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhitung sejak PPKD
menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1) tidak melakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak
Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 51

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk
membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 {tiga)
tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak
Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri
atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak
diberi tahu oleh Kepala SKPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB IX
PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 52

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti
Kerugian dinyatakan selesal.

Pasal 53

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian
Daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.



(1)

BAB X
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 54

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian
Daerah dapat dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin
ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan dan/atau sanksi pidana.

Pengenaan sanksi kepada Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak perlu menunggu sanksi lain yang akan dikenakan
kepada Pihak Yang Merugikan.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan
Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan.

Pasal 55

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan
Ganti Kerugian.

(4)

Pasal 56

Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap menetapkan nilai penggantian Kerugian Daerah berbeda dengan
jumlah Kerugian Daerah yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS,
dan/atau SKP2K, Kerugian Daerah harus dikembalikan oleh Pihak Yang
Merugikan sebesar jumlah Kerugian Daerah yang tercantum dalam
SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.

Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian Kerugian Daerah
dengan cara disetorkan ke Kas Daerah, pelaksanaan Tuntutan Ganti
Kerugian melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K dalam upaya
pengembalian Kerugian Daerah diperhitungkan sesuai dengan jumlah
penggantian Kerugian Daerah atas putusan pengadilan dimaksud yang
sudah disetorkan ke Kas Daerah.

Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah atas eksekusi
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka
penyetoran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian
Daerah dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi melalui SKTJM,
SKP2KS, dan/atau SKP2K.

BAB XI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 57

Standar Operasional Prosedur (SOP} Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas 9 (sembilan) SOP,
yaitu:

a. Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan

Ganti Kerugian yang terjadi di OPD, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ Peraturan Bupati ini.



(1)

Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan
Ganti Kerugian yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD /BUD,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
_ Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
- Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian
Kerugian Sementara (SKP2KS), sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IV Peraturan Bupati ini.

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
- Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah -
Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan
Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
- Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak
Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh  Hak/Ahli Waris
dinyatakan Wanprestasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
Peraturan Bupati ini.

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
- Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak
Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak
Mengajukan Keberatan atas terbitnya SKP2KS, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
_ Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak
Yang  Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh ~ Hak/Ahli  Waris
Mengajukan Keberatan atas terbitnya SKP2KS, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan
Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, Bupati dapat menugaskan
unit kerja tertentu pada Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan
kewenangan TPKD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian kerugian daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negerl.



BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

a. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak Yang
Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku,
dinyatakan masih tetap berlaku. .

b. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang
Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tunduk pada
Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya. .

c. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini
dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini._

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan mengenai
Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 61
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal A '& Agustus 2018

‘éBUPATI SIAK

_——

'% SYAMSUAR \

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, @ Agustus 2018

SEKRETARIS DJ

CRAH KABUPATEN SIA]I

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR |3
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Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 130 Tahun 2018

Tanggal : 16 Agustus 2018

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG TERJADI DI OPD

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara

Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5934).

Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar
hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian
kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah
untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
atau  kelalaian  seseorang harus diganti oleh  Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian
kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan
uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal
berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh
tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga,
dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera
melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa
dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian
daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat
Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD} yang selanjutnya menugaskan Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti
kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain
yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan
sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana
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3. Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah yang terjadi di
lingkungan OPD, hasil verifikasi oleh Atasan Langsung atau Kepala
OPD disampaikan kepada Kepala SKPKD selaku BUD.

4. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian
Daerah yang terjadi di lingkungan OPD maka ditindaklanjuti Kepala
SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan:

a. Melaporkan kepada Bupati; dan
b. Memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

S. Laporan atau pemberitahuan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah. _

Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar
Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah yang terjadi di OPD, yaitu:

a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan

b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Tuntutan Ganti Rugi.

Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana
transportasi.

Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan
Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang terjadi di OPD tidak
dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Sumber
Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang terjadi di
OPD dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah yang terjadi di OPD diselenggarakan pada kantor OPD dan kantor
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

Standar Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang
terjadi di OPD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. .

#BUPATI SIAK,

-
1 SYAMSUAR |



Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 130 Tahun 2018
Tanggal : 16 Agustus 2018

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG TERJADI/DILAKUKAN
OLEH KEPALA SKPKD/BUD

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5934).

Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan
melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian
kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah
untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
atau  kelalaian seseorang harus diganti oleh  Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian
kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan
uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal
berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh
tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga,
dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera
melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa
dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian
daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat
Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti
kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain
yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan
sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana



tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain
dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan
pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan
Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi
dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan
oleh Kepala SKPKD/BUD adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas
bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana  pengelola keuangan daerah
dan/atau pengelola Barang Milik Daerah jika terjadi indikasi kerugian daerah
baik dalam bentuk uang maupu Barang Milik Daerah yang terjadi/dilakukan
oleh Kepala SKPKD/BUD.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem informasi dan pelaporan
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang terjadi/ dilakukan oleh Kepala
SKPKD/BUD, yang diharapkan mampu mendukung kelancaran kinerja
Pemerintah Daerah dalam mengamankan kekayaan Daerah guna
mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran
dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak dan
masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di
Pemerintah Kabupaten Siak.

. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Sumber Informasi dan Pelaporan
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala
SKPKD/BUD, para pihak yang terlibat adalah:

a. Atasan Langsung/APIP/BPK/Laporan Masyarakat/Pelapor secara
Tertulis;

Atasan Langsung/Sekretaris Daerah;
c. Bupati; dan
d. Badan Pemeriksa Keuangan.

Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD

1. Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

Laporan tertulis yang bersangkutan;

Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
Perhitungan ex offocio; dan/atau

Pelapor secara tertulis.

2. Atasan langsung atau Sekretaris Daecrah wajib melakukan verifikasi
terhadap informasi Kerugian Daerah. Setelah diperoleh informasi
terjadinya kerugian daerah yaitu terhitung sejak informasi kerugian
daerah dilaporkan, Atasan Langsung atau Sekretaris Daerah
melakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya kerugian daerah yang
ditimbulkan oleh BUD. Verifikasi dilakukan dengan cara

® ™o o T



membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/ surat
berharga/barang dan bukti fisik uang/ surat berharga/ barang. .

3. Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah yang terjadi/dilakukan
oleh Kepala SKPKD/BUD, hasil verifikasi oleh Atasan
Langsung/Sekretaris Daerah disampaikan kepada Bupati. -

4. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian
Daerah yang terjadi/dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD maka
ditindaklanjuti dengan ketentuan Sekretaris Daerah selaku Atasan
Langsung dari Kepala SKPKD/BUD:

a. Melaporkan kepada Bupati; dan
b. Memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). -

5. Laporan atau pemberitahuan disampaikan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah. -

Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar

Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD,

yaitu:

a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan

b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Tuntutan Ganti Rugi. -

. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana
transportasi.

. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan
Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Terjadi /Dilakukan oleh
Kepala SKPKD/BUD tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat
Daerah Kabupaten Siak.

Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD
diselenggarakan pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD
ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

ABUPATI SIAK

S
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Lampiran III: Peraturan Bupati Siak
Nomor : 130 Tahun 2018
Tanggal : 16 Agustus 2018

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN - MELALUI
PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5934).

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan
melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian
kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah
untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pernerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
atau  kelalajan seseorang harus diganti oleh Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian
kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan
uang, surat berharga, dan barang vang berkurang. Dalam hal
berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh
tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga,
dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera
melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa
dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian
daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat
Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti
kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain
yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan
sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana



tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain
dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan
pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan
Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain — Melalui Penerbitan Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah untuk menyediakan pedoman
yang jelas bagi pejabat/pegawali sebagai pelaksana pengelola keuangan
daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam menyelesaikan
Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain — Melalui Penerbitan Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Tujuannya adalah untuk membangun sistem penyelesaian Tuntutan
Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain - Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung
Jawab Mutlak (SKTJM), vyang diharapkan mampu mendukung
kelancaran kinerja Pemerintah Daerah dalam mengamankan kekayaan
Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan
keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak dan
masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di
Pemerintah Kabupaten Siak.

Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
_ Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM),
para pihak yang terlibat adalah:

a. Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;,
b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD); dan

d. Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.

Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui
Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

1. Berdasarkan laporan hasil verifikasi dugaan terjadinya Kerugian
Daerah, PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan
melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian. PPKD melimpahkan
wewenang penyelesaian Kerugian Daerah kepada Kepala SKPKD
selaku BUD untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawal
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan
Pemerintahan Daerah.

2. Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD membentuk Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).
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11.
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14.

TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7
(twjuh) hari kerja setelah dibentuk.

Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD
disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian
Daerah untuk dimintakan tanggapan.

Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah
memberikan Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan kepada TPKD paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan
disampaikan oleh TPKD.

Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan dari
Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah, TPKD
memperbaiki hasil pemeriksaan.

Dalam hal TPKD menolak tanggapan Pihak/Orang yang Diduga
Menyebabkan Kerugian Daerah, TPKD melampirkan tanggapan atau
klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.

Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan Pihak/Orang yang Diduga
Menyebabkan Kerugian Daerah maka dianggap tidak ada keberatan
atas hasil pemeriksaan.

TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala
SKPKD.

Laporan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa kekurangan uang,
surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar
hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Laporan hasil pemeriksaan paling sedikit memuat:

a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
dan

b. jumlah Kerugian Daerah.

Kepala SKPKD menyampaikan pendapat atas laporan hasil
pemeriksaan TPKD, sebagai berikut:

a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.

Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui, Kepala SKPKD
menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap
materi yang tidak disetujui.

TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak
disetujui oleh Kepala SKPKD.

TPKD menyampaikan laporan hasil penyempurnaan/perbaikan
pemeriksaan ulang kepada Kepala SKPKD.

Kepala SKPKD melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD.

Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh Kepala SKPKD,
Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan
penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak/Orang yang
Merugikan Daerah.

Dalam penuntutan  penggantian Kerugian Daerah, TPKD
mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia



mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

15. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagai
bentuk tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah
dimaksud.

16. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
harus segera membayar secara tunal atau angsuran ke Rekening Kas
Umum Daerah.

Dalam hal! Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar
hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90
(sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib
mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Dalam hal kondisi tertentu Bupati sesual dengan kewenangannya
dapat menetapkan jangka waktu selain 24 (dua puluh empat) bulan
sebagaimana diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

17. Kepala SKPKD melaporkan Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah secara berkala kepada PPKD.

18. PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan
pembayaran sesuai dengan SKTJM.

Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar
Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang
Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain -
Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM),
yaitu:

a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan

b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Tuntutan Ganti Rugi.

. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana
transportasi.

. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain — Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKTJM} tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang
Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain -
Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Siak.



Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang
Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain -
Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
diselenggarakan pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. .

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
— Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Lampiran IV : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 130 Tahun 2018

Tanggal: 16 Agustus 2018

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN - MELALUI
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara
Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5934).

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan
melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesalan
kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah
untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
atau  kelalaian  seseorang harus diganti oleh Pihak  Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian
kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan
uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal
berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh
tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga,
dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera
melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa
dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian
daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat
Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti
kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain
yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan



sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana
tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain
dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan
pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan
Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain — Melalui Penerbitan Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) adalah untuk
menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/ pegawai sebagai pelaksana
pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam
menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Penerbitan Surat
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

Tujuannya adalah untuk membangun sistem penyelesaian Tuntutan
Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain — Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), yang diharapkan mampu
mendukung kelancaran kinerja Pemerintah Daerah dalam mengamankan
kekayaan Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang
menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah
Kabupaten Siak dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan
pembangunan di Pemerintah Kabupaten Siak.

. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
_ Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara (SKP2KS), para pihak yang terlibat adalah:

a. Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;

b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;

c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD); dan

d. Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.

. Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui
Penerbitan Surat Keputusan Pembebaban Penggantian Kerugian
Sementara (SKP2KS)

1. Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD
mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia
mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJ M).

5 Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan
laporan kepada Kepala SKPKD.



3. Berdasarkan Laporan dari TPKD, Kepala SKPKD atas nama Bupati
selaku PPKD menerbitkan SKP2KS, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
setelah menerima laporan dari TPKD.

4. Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian
Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara
tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya
SKP2KS.

5. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris
dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat
14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS. Keberatan
disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk
mengganti Kerugian Daerah.

6. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
harus segera membayar secara tunai atau angsuran Ke Rekening Kas
Umum Daerah Cq. Kuasa BUD atas Penggantian Kerugian Daerah.

7. PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan
pembayaran sesuai dengan SKP2KS.

Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar
Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang
Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain -
Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara (SKP2KS), yaitu:

a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan

b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Tuntutan Ganti Rugi.

Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana
transportasi.

Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain - Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) tidak dipungut biaya. Biaya
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain - Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dibebankan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan
oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalu
Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian



Sementara (SKP2KS) diselenggarakan pada kantor Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Siak. -

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang
Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain -
Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara (SKP2KS) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. -
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Lampiran V : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 130 Tahun 2018

Tanggal : 16 Agustus 2018

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN - MELALUI
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH -
KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG MILIK
DAERAH BUKAN DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU
LALAI

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286});

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43553);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5934).

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan
melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian
kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah
untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
atau kelalaian seseorang harus digantt oleh Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian
kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan
uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal
berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh
tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga,
dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera
melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa
dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian
daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat
Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti



kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain
yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan
sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana
tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain
dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan
pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan
Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomeor 38
Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan
Bendahara Atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian
Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang
Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai
adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai
sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang
Milik Daerah dalam menyelesatkan Tuntutan Ganti Kerugian yang
Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat Lain -
Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan
Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan
Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem penyelesalan Tuntutan
Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan bendahara
atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian
Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik
Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai, yang
diharapkan mampu mendukung kelancaran kinerja Pemerintah Daerah
dalam mengamankan kekayaan Daerah guna mendukung
penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat
bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak dan masyarakat/umum
guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten
Siak.

D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan
oleh Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat
Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan
Melanggar Hukum atau Lalai, para pihak yang terlibat adalah:

a. Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerabh;
c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis); dan

Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.



E. Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain ~ Melalui Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang,
Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan
Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai

1.

TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah
kepada Kepala SKPKD.

Laporan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa kekurangan uang,
surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan
melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain.

Laporan hasil pemeriksaan paling sedikit memuat jumlah kekurangan
uang/surat berharga/barang.

Kepala SKPKD menyampaikan pendapat atas laporan hasil
pemeriksaan TPKD, sebagai berikut:

a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.

Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui, Kepala SKPKD
segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang
terhadap materi yang tidak disetujui.

TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak
disetujul oleh Kepala SKPKD.

TPKD menyampaikan laporan hasil penyempurnaan/perbaikan
pemeriksaan ulang kepada Kepala SKPKD.

Kepala SKPKD melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD.

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah mengenai Kekurangan
uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan
melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain, PPKD membentuk Majelis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis melakukan sidang. Dalam
sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga,
dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum
atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis
melakukan hal sebagai berikut:

a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang
mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;

b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki
keahlian tertentu;

c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Dalam hal hasil sidang Majelis, terbukti bahwa kekurangan uang,
surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan
melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang. Putusan hasil
sidang berupa pertimbangan penghapusan:



a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

10. Majelis menyampaikan  hasil  sidang berupa  Pertimbangan

11.

12.

13.

Penghapusan kepada PPKD. Atas dasar pertimbangan, PPKD
mengusulkan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat
Lain; dan/ atau

b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dalam hal hasil sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan uang, surat
berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum
atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis
dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan
pemeriksaan kembali.

Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali, Majelis
menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam
pemeriksaan kembali.

Setelah melakukan pemeriksaan kembali TPKD menyampaikan
laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.

Laporan hasil pemeriksaan kembali menyatakan bahwa:

a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan
perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain; atau

b. kekurangan uang, surat berharga, dan /atau barang bukan
disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

disertai dengan dokumen pendukung.

Majelis menetapkan putusan Majelis berupa pernyataan Kerugian
Daerah dalam hal:

a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD vyang
menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau
barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau

b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD yang
menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau
barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

dan disampaikan kepada PPKD.

14. PPKD menindaklanjuti putusan Majelis melalui proses penyelesaian

kerugian daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.



15. Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali
TPKD bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan
putusan berupa pertimbangan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; dan/atau

b. uang dan/atau barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

dan disampaikan kepada PPKD.
16. Atas dasar putusan Majelis, PPKD mengusulkan penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan miiik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar
Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang
Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain -
Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan
Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan
Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai, yaitu:

a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan

b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Tuntutan Ganti Rugi.

. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana
transportasi.

. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan bendahara atau
Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian
Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik
Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai tidak
dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai
Negeri Bukan bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan
Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga,
dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar
Hukum atau Lalai dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.



Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan
oleh Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat
Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan
Melanggar Hukum atau Lalai diselenggarakan pada kantor Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Standar Operasional Prosedur
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat
Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan
Melanggar Hukum atau Lalai ini berlaku sejak tanggal ditetgkan.
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Lampiran VI: Peraturan Bupati Siak
Nomor : 130 Tahun 2018
Tanggal : 16 Agustus 2018

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN - MELALUI
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH - PIHAK
YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS
DINYATAKAN WANPRESTASI

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara
Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5934).

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan
melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian
kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah
untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
atau  kelalaian  seseorang harus diganti oleh  Pihak = Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian
kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan
uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal
berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh
tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga,
dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera
melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa
dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian
daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat
Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti
kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain



yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan
sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana
tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain
dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan
pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan
Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara /Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian
Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi adalah untuk menyediakan
pedoman yang jelas bagi pejabat/ pegawai sebagai pelaksana pengelola
keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam
menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis
Pertimbangan Penyelesaian  Kerugian Daerah - Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan
Wanprestasl.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem penyelesaian Tuntutan
Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian
Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris dinyatakan Wanprestasi, yang diharapkan mampu mendukung
kelancaran kinerja dalam mengamankan kekayaan Daerah guna
mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran
dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak dan
masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di
Pemerintah Kabupaten Siak.

Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
- Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak
Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh  Hak/Ahli  Waris
dinyatakan Wanprestasi, para pihak yang terlibat adalah:

a. Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis); dan

o o0 T

Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.



E. Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan
Wanprestasi

1. Apabila Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris tidak melakukan pembayaran angsuran Kerugian Daerah
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau tidak mengganti kerugian
dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SKTJM, Pihak
Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dinyatakan wanprestasi.

2. Kepala SKPKD melaporkan kepada PPKD atas Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli  Waris yang
dinyatakan wanprestasi.

3. PPKD menugaskan Majelis untuk memeriksa dan memberikan
pertimbangan setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.

4 Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis melakukan sidang dan
melakukan hal sebagai berikut:

a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;

b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah
kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah;
dan/atau

c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

5. Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2ZK
dan disampaikan ke PPKD.

6. PPKD menerbitkan SKP2K diterbitkan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan.

SKP2K disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis;

c. instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris.

PPKD melalui Kepala SKPKD wajib melakukan pemantauan atas
ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKP2K.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar
Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang
Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain -
Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan
Wanprestasi, yaitu:

a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan

b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan



Tuntutan Ganti Rugi.
G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana
transportasi.

H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian
Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris dinyatakan Wanprestasi tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain -
Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan
Wanprestasi dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. _

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan
oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis
Pertimbangan  Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan
Wanprestasi diselenggarakan pada kantor Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Siak. Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan
Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian
Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahl
Waris Dinyatakan Wanprestasi ini berlaku sejak tanggal ditgtapkan.
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Lampiran VII : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 130 Tahun 2018
Tanggal : 16 Agustus 2018

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN - MELALUI
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH - PIHAK
YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS
TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN
ATAS TERBITNYA SKP2KS

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara
Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5934).

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan
melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian
kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah
untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian
kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan
uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal
berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh
tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga,
dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera
melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa
dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian
daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat
Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti



kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain
yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan
sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana
tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain
dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan
pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan
Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesalan
Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian
Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS
adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai
sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang
Milik Daerah dalam menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian yang
Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain -
Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang  Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak
Mengajukan Atas Terbitnya SKP2KS.

Tujuannya adalah untuk membangun sistern  penyelesaian Tuntutan
Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian
Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS, yang
diharapkan mampu mendukung kelancaran kinerja Pemerintah Daerah
dalam mengamankan kekayaan Daerah guna mendukung
penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat
bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak dan masyarakat/umum
guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten
Siak.

D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pe¢jabat Lain -
Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh  Hak/Ahli Waris  Tidak
Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS, para pihak yang terlibat
adalah:

a. Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD]);
Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis); dan

Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.



E.

Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak
Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS

1. Apabila dalam  jangka  waktu 14 hari, Pihak  Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak
mengajukan Kkeberatan atas terbitnya SKP2KS, PPKD menugaskan
Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD terhadap penerbitan
SKP2KS.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis melakukan sidang dan
melakukan hal sebagai berikut:

a. memeriksa laporan TPKD;

b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya
SKTJM; dan/atau

c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

3. Berdasarkan putusan sidang, Majelis menyampaikan pertimbangan
kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.

4  PPKD menerbitkan SKP2K diterbitkan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan.

SKP2K disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis;

c. instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
d

Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Warlis.

PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan
pembayaran sesuai dengan SKP2K.

Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar

Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang

Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain -

Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/Yang  Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak

Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS, yaitu:

a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan

b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Tuntutan Ganti Rugi.

Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana
transportasi.



H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian
Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahl
Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS tidak
dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawal
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan
Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya
SKP2KS dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

o

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan
oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang  Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak
Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS diselenggarakan pada
kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Standar Operasional
Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang  Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak
Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

-
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Lampiran VIII: Peraturan Bupati Siak
Nomor : 130 Tahun 2018
Tanggal : 16 Agustus 2018

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN - MELALUI
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH - PIHAK
YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS
MENGAJUKAN KEBERATAN
ATAS TERBITNYA SKP2KS

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara
Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5934).

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan
melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian
kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah
untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
atau kelalaian seseorang harus diganti oleh  Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian
kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan
uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal
berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh
tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga,
dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera
melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa
dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian
daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat
Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti



kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain
yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan
sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana
tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain
dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan
pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan
Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian
Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS adalah
untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai
pelaksana pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik
Daerah dalam menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan
oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan
Keberatan atas Terbitnya SKP2KS.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem penyelesaian Tuntutan
Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian
Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS, yang diharapkan
mampu mendukung kelancaran kinerja Pemerintah Daerah dalam
mengamankan kekayaan Daerah guna mendukung penyelenggaraan
pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan
Pemerintah Kabupaten Siak dan masyarakat/umum guna mendukung
pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Siak.

Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
- Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak
Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh  Hak/Ahk Waris
Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS, para pihak yang terlibat
adalah:

a. Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;

b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;

c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);

d. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis); dan

Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.

o



E. Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan
Keberatan atas Terbitnya SKP2KS

1.

Apabila dalam  jangka  waktu 14 hari, Pihak  Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengajukan
keberatan atas terbitnya SKP2KS, PPKD menugaskan Majelis

memberikan pertimbangan kepada PPKD terhadap penerbitan
SKP2KS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis melakukan sidang dan
melakukan hal sebagai berikut:

a. memeriksa laporan TPKD;

b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya
SKTJM;

c. memeriksa bukti;

memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Warils
dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah,;

e. meminta keterangan / pendapat dari narasumber yang memiliki
keahlian tertentu; dan/ atau

f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
a. menolak seluruhnya;

b. menerima seluruhnya; atau

c. menerima atau menolak sebagian.

Dalam hal dalam sidang, Majelis belum memperoleh cukup bukti,
Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan
pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian
Daerah yang terjadi.

Dalam hal Majelis menolak seluruhnya, menerima atau menolak
sebagian keberatan sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a dan
huruf ¢, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk
menerbitkan SKP2K.

PPKD menerbitkan SKP2K diterbitkan paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan.

SKP2K disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan,

b. Majelis;

c. instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
d

Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris.

Dalam hal, Majelis menerima seluruh keberatan dari Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana



dimaksud pada butir 3 huruf b, berdasarkan putusan sidang, Majelis
memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:

a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
b. penghapusan:

(1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau pejabat Lain; dan/atau

(2) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat
Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan  tugas
pemerintahan.

7. Atas dasar pertimbangan Majelis, PPKD:

a. menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian
Daerah; dan

b. mengusulkan penghapusan:

(1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang
berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau pejabat Lain; dan/ atau

(2) uang, dan/atau barangsimilik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan  tugas
pemerintahan.

Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah
diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis
menetapkan putusan hasil sidang.

8. Kepala SKPKD menyampaikan Surat Keputusan Pembebasan
Penggantian Kerugian Daerah kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Majelis;

c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahh
Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan

d. PPKD.

Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar
Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang
Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain -
Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan
Keberatan atas Terbitnya SKP2KS, yaitu:

a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan

b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Tuntutan Ganti Rugi.



G.

Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana
transportasi. .

Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian
Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS tidak dipungut
biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian
Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian
Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

-

Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan
oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pcjabat Lain - Melalui Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan
Keberatan atas Terbitnya SKP2KS diselenggarakan pada kantor Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Standar Operasional Prosedur
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis
Pertimbangan Penyelesaian  Kerugian  Daerah - Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan
Keberatan atas Terbitnya SKP2KS ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. -
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Lampiran IX: Peraturan Bupati Siak
Nomor : 130 Tahun 2018
Tanggal : 16 Agustus 2018

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENAGIHAN DAN PENYETORAN
GANTI KERUGIAN DAERAH

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara
Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5934).

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar
hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian
kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah
untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
atau kelalaian seseorang harus diganti oleh  Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian
kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan
uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal
berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan olch
tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga,
dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera
melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa
dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian
daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat
Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti
kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain
yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan
sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana
tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain



dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan
pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan
Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penagihan dan
Penyetoran Ganti Kerugian Daerah adalah untuk menyediakan pedoman
yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pengelola keuangan
daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam rangka Penagihan
dan Penyetoran Ganti Kerugian baik dalam bentuk uang maupu Barang
Milik Daerah.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem Penagihan dan Penyetoran
Ganti Kerugian Daerah yang mampu mendukung kelancaran kinerja
Pemerintah Daerah dalam mengamankan kekayaan Daerah guna
mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan
manfaat bagi kepentingan Pemerintah  Kabupaten Siak dan
masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di
Pemerintah Kabupaten Siak.

. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Penagihan dan Penyetoran Ganti
Kerugian, para pihak yang terlibat adalah:

a. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD) (Bupati);

b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;

c. Kuasa BUD/Kas Daerah; dan

d. Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.
Prosedur Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian

1. Berdasarkan SKTJM, SP2KPS atau SKP2K, Kepala SKPKD/BUD
menyiapkan Surat Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian
Daerah.

2. Surat penagihan diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

3. Kepala SKPKD menyampaikan Surat Tagihan ke Pihak/Orang Yang
Merugikan/ pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

4. Pihak/Orang Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris menerima Surat Tagihan dari Kepala SKPKD/BUD.

5. Berdasarkan Surat Tagihan, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke
Kas Daerah.

6. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris
yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Dacrah ke Kas
Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum
dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan
pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas. Surat Keterangan
Tanda Lunas disiapkan dan ditandatangani oleh oleh Kepala SKPKD.



7. Kepala SKPKD menyampaikan Surat Keterangan Tanda Lunas kepada
Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan
penyerahan barang jaminan. Surat keterangan tanda lunas
disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis;

c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu /Yang Memperoleh Hak /Ahli
Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan

d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

8. Pihak/Orang Yang Merugikan/Pengampu /yang Memperoleh Hak/ Ahli
Waris menerima Surat Keterangan Tanda Lunas dari Kepala SKPKD.

O  Atas dasar Surat Keterangan Tanda Lunas, PPKD mengusulkan
penghapusan:
a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; dan/atau

b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain
yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar
Operasional Prosedur Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian Daerah,
yaitu:

a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan

b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
Tuntutan Ganti Rugi.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana
transportasi.

H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penagihan dan Penyetoran
Ganti Kerugian tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian Daerah
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Siak.



I.

Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian Daerah
diselenggarakan pada kantor OPD dan kantor Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Siak.

Standar Operasional Prosedur Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian
Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

‘B BUPATI SIAK,

/'?_T:-

-

/{ SYAMSUAR j(



Lampiran X : Peraturan Bupati Siak

Format Laporan Tentang Kerugian Daerah

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Nomor : 130 Tahun 2018
Tanggal : 16 Agustus 2018

LAPORAN TENTANG KERUGIAN DAERAH

Rahasia

Temuan Kerugian Daerah.

1.
2.

Siak Sri Indrapura, 2018

Kepada Yth.
Bupati Siak

di -

Siak Sri Indrapura

Sehubungan dengan telah ditemukan kasus Kerugian Keuangan
Daerah pada tanggal ..., bersama ini dilaporkan kepada Bapak, bahwa telah
terjadi ... di Dinas/Badan/Kantor/Organisasi Perangkat Daerah ... , dengan
penjelasan sebagal berikut:

Jumlah Kerugian Daerah

: Rp ... {dengan huruf)

Identitas Pihak Yang Merugikan :

a. Nama :
b. Pangkat/Gol.

c¢. Jabatan

d. NIP

Alamat

Waktu/(uraian singkat kejadian) : ...

Identitas/Tim yang menemukan
a. Nama :

b. Pangkat/Gol.

c. Jabatan

d. NIP

Tindakan

a. Yang telah dilakukan

b. Yang sedang dilakukan

¢. Yang akan dilakukan

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Inspektur Kabupaten Siak
2. Majelis Pertimbangan TP-TGR

Kepala Dinas/Badan/OPD



Lampiran XI : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 130 Tahun 2018
Tanggal: 16 Agustus 2018

Format Surat Pernyataan Kesanggupan dan/ atau Pengakuan Pihak  yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN/ATAU PENGAKUAN)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/ NIP e INIP. o,
Pangkat/Golongan OSSR UUUP PO
Jabatan U UUR TR PPPUY
Unit/OPD e
Alamat SR OO TP UURURURRS

bertindak selaku (Pihak yang Merugikan atau Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris dari Saudara.............. *) menyatakan kesanggupan dan/atau mengakui akan
bertanggung jawab atas Kerugian Daerah sebesar Rp............ (.....sebuthkan dalam
huruf......... ) atas kekurangan.................... (vang/surat berharga/barang milik daerah atau
uang’/barang bukan milik daerah™*) berupa............ (sebutkan jenis dan jumlah uang,
surai berharga. dan‘atau  barang dimaksud) dan saya bersedia untuk  mengganti
sepenuhnya dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKIM).

Surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak
manapun.

Mengetahui Yang membuat pernyataan,
Kepala OPD

meterai cukup

*} Pilih salah satu.



Lampiran XII :Peraturan Bupati Siak
Nomor :3¢Tahun 2018
Tanggal :i6 AQU®UC2018

Format SKTIM untuk Penanggung Jawab Kerugian Daerah yang Merupakan Pihak yang
Merugikan

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/ NIP VPR UROR SRR /NIP. e,

Pangkat/Golongan e

Jabatan e

Unit/OPD e

Alamat TSR OPOPR

menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas
Kerugian Daerah sebesar Rp......... (..sehutkan dengan hruf...). yakni kerugian yang
disebabkan atas kekurangan ... (vangssurat berhargaharang milik negara atau
uang’barang bukan milik negara™) berupa............ (sehutkan jenis dan jumlah wang. surat

herharga, dan/atau barang dimaksud).

I, Jumlah Kerugian Daerah dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jum/ah

dimaksud ke rekening Kas Daerah di................... pada tanggal ... (salinan
bukti tanda setor dilampirkan bersama ini). *)
atau
2. Jumlah Kerugian Daerah dimaksud akan sava ganii dengan menyetorkan jumlah
dimaksud ke rekening Kas Dacrah di ... dalam jangka waktu ... X))
dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp........... (....xebutkan dengan huruf.....)
dengun menyerahkan jaminan berupd................... *)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini
ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut. maka Pemerintah Kabupaten
Siak dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut. Saya menyadari bahwa setelah
keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun.

Mengetahul: Yang membuat pernyataan,
Kepala OPD

meterai cukup

NIP s (Nama penanggung jawab Kerugian Daerah)

OO PTUPPTPRP
USRI

®) Pilih salah satu.

*k) Pilih salah satu pernyataan 1. dan 2.

*#%)  Kerugian Daerah akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak
SKTJM ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan scjak SKTIM
ditandatangani atau jangka waktu sesuai dengan persetujuan Bupati atas jangka waktu kondisi
tertentu.



Lampiran XIII : Peraturan Bupati Siak
Nomor :%sTahun 2018
Tanggal :'C Aousks2018

Format SKTIM untuk Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dari Penanggung Jawab
Kerugian Negara

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L reer e aa e rens
Alamat e rrra s
Nomor KTP e

Scbagai Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris*) dari pihak Penanggung Jawab
Kerugian atas:

Nama/ NIP e /NIP o

Pangkat/Golongan e

Unit/OPD OOV PSURSRUURSPP NI

menvatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian
Daerah sebesar Rp............ (...sebutkan dengan huruf...). yakni kerugian yang discbabkan atas
kekurangan ................... (uang/surat berharga'barang milik negara atau uang/barang hukan
milik negara®) berupa.............. (sehutkan jenis dan jumlah wang, swral berharga, dan/atau
barang dimaksud).

1. Jumlah Kerugian Daerah dimaksud telah saya ganti dengan menyetorkan jum/ch
dimaksud ke rekening Kas Daerah di..................... pada tanggal............. (salinan
bukti tunda setor dilampirkan bersama ini). )

atau

2. Jumlah Kerugian Daerah dimaksud akan saya ganii dengan menvetorkan jumlah
dimuksud ke rekening Kas Daeralt oi ... dalam jangka wakiy ... *HA),
dengan angsuran tiap bulan sehesar Rp.......... (...sebutkan dengan huruf...)
dengan menyerahkan jaminan berupa. ... *)

Apabila dalam jangka waktu di atas setelah saya menandatangani pernyataan ini
ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Kabupaten
Siak dapat menjual atau melelang barang jaminan terscbut. Saya menyadari bahwa setelah
keterangan ini dibuat tidak boleh mengajukan pembelaan din dalam bentuk apapun.

Mengetahui: Yang membuat pernyataan,
Kepala OPD

meterai cukup

NIP e (Nama Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris dari Penanggung Jawab Kerugian Daerah)

| RO P PO PUPPPRT
LU

*) Pilih salah satu.

*#) Pilih salah satu pernyataan |. dan 2.

**%)  Kerugian Daerah akibat perbuatan melanggar hukum paling lama 90 hari kalender sejak SKTM
ditandatangani atau akibat kelalaian paling lama 24 bulan sejak SKTJM ditandatangani atau
jangka waktu sesuai dengan persetujuan Bupati atas jangka waktu kondisi tertentu.



Lampiran XIV : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2018
Tanggal : 2018

Format Surat Kuasa Untuk Menjual/Melelang

NAMA OPD*)

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL/MELELANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/ NIP U UUR PSRRI INIP e
Pangkat/Golongan L et FGol
Jabatan ORIV O PR
Unit/OPD e nee s
Alamat s

dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama/ NIP U TOPP NPT INIP
Pangkat/Golongan s 7 GOl i
Jabatan e e
Unit/OPD ORI UURUROTP

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak dan dalam
melakukan:

khusus

untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual dan/atau
mencairkan barang-barang, hak-hak atas barang. surat-surat berharga. hak-hak atas tagihan
yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Siak sesuai dengan pernyataan jaminan
tanggal ............. untuk disetorkan ke Kas Daerah sebagai penyelesaian Kerugian Daerah.

Demikian surat kuasa ini diberukan dengan substitusi.

Yang menerima kuasa, Yang memberi kuasa,

meterai cukup

*} Diisi nama OPD tempat terjadinya Kerugian Daerah.
#¥) NIP, pangkat/golongan, jabatan, unit diisi bagi yang menandatangani surat kuasa merupakan
Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagai pihak yang merugikan.



Lampiran XV :Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2018
Tanggal: 2018

Format Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan

SURAT PERNYATAAN JAMINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/ NIP e INIP .o *)
Pangkat/Golongan e *)

Jabatan VUSRS UPPRPIOR *)

Unit/OPD s )

Alamat TSRO PR

dengan ini menyatakan:

I.

S

Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKIM) yang

saya buat tanggal ... dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak-hak

atas barang. surat-surat berharga. hak-hak atas tagihan berupa:

a. Tanah (sebutkan status Hak Milik/Adat/HGB, luas. lokasi, bukti pemilikan dan lain-
lain);

b. Bangunan (sebutkan permanen. semi permanen, luas, lokasi/alamat, bukti IMB dan
lain-lain),

¢. Barang bergerak (scbutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain},

d. Tagihan Piutang (sebutkan jenis, nilai. bukti pemilikan dan lain-lain):

e.  Surat-surat Berharga (sebutkan jenis. nilai. bukti pemilikan dan lain-lain).

sebagai jaminan atas pengembalian Kerugian Daerah vang menjadi tanggungjawab saya

sebesar Rp....coooeenn ( ..sebutkan dengan huruf...).

Balwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan tersebut
telah saya serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Siak yang dalam hal ini diwakili oleh:

Nama/ NIP PO PRSP INIP. s

Pangkat/Golongan OUTUUSUUUUPO PSPPI F GOl

Jabatan ORIV PRPP (minimal Pejubat Eselon I/Pejabal
Administratur)

Unit/OPD s

Dengan disaksikan oleh:

Nama/ NIP OO UOUPOVRTO INIP.

Pangkat/Golongan USSP J GOl

Jabatan UUUUPURTTPRPRRPRPPR

UnitvOPD USRS ORURTOPR PR

Nama/ NIP e INIP.

Pangkat/CGiolongan USSP UV PPN 7 GOl

Jabatan POV

Unit/OPD PO UOPRU PP

Menjamin bahwa barang-barang. hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas
tagihan tersebut pada butir | di atas, adalah benar-benar milik/hak sava pribadi yang sah
serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban-beban lainnya.

Apabila sampai dengan tanggal ................. ternyata saya tidak mampu mengembalikan
seluruh Kerugian Daerah seluruhnya. maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-
surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, saya serahkan
sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Siak untuk dijual. dilelang, ditagih ataupun
diterima guna penyelesaian kewajiban saya untuk bertanggung jawab atas Kerugian
Daerah dimaksud.

Apabila hasil penjualan/pelelangan/penagihan tersebut pada butir 4 di atas lernyata kurang



~

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Siak
Nomor :!'20 Tahun 2018

Tanggal : (6 Aouttus 2018

Format Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR JHK/KPTS/2018

TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
KEPADA SAUDARA ............ veeerrerae ... PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*}
PADA ..... reersesesesssesncases crieverases P .

BUPATI SIAK,

Menimbang . a bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun 2018 nomor
............. tanggal ................... Perihal ...
dinyatakan bahwa Saudara = ..ceceieieiieans
pegawai/mantan pegawai®} pada e ,
terbukti bertanggung jawab atas terjadinya

kekurangan ............. {(uang/surat berharga/barang
milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah®)
berupa ......co..... (sebutkan jenis dan jumlah uang,

surat berharga, dan/atau barang dimaksud) dengan
jumlah Kerugian Daerah sebesar Rp...............oooeeee .-

(....sebutkan dalam huruf......) yang disebabka
perbuatan melanggar hukum atau lalai *) dari
Saudara ......ccevveinnns ;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara
.............. pegawai/ mantan pegawai*) pada
.................. , telah melanggar kewajiban untuk
mengembalikan  keseluruhan Kerugian Daerah
sejumlah  Rp.....cooeeenin O A sebutkan dalam
huruf......... ) dengan tidak bersedia menyelesaikan
Kerugian Daerah secara damai yaitu tidak
menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKTJM};

c. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, Pemerintah Kabupaten
Siak mengalami Kkerugian sebesar Rp.................... -
(crveenen sebutkan dalam huruf....... )

d. bahwa sehubungan dengan huruf ¢ dan dalam rangka
menjamin kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak
agar Pemerintah Kabupaten Siak mendapat suatu
tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan
laporan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah nomor
........... tanggal ............ yang menyatakan bahwa
SKTJM tidak dapat diperoleh, terdapat alasan untuk
melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah
kepada yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat



Mengingat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016
tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian
Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2018
tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,

. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf

b, huruf ¢, dan huruf d, perlu ditetapkan dalam suatu
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten  Pelalawan, Kabupaten RokanHulu,
Kabupaten RokanHilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286},

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5934);

Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2018
tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN
PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA

SAUDARA ......ccovvvveene PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA ......covviviinnens

Membebankan penggantian kerugian kepada
Saudara...............

pegawai/mantan pegawai*) pada .................. sebesar
Rp..ooovvenni. ,- (....sebutkan dalam huruf....... ).
Memerintahkan kepada Saudara ...
pegawai/mantan pegawai*) pada .............. mengganti
Kerugian Daerah sebesar Rp............... »- (....sebutkan

dalam huruf....} dibayarkan secara tunai dengan
menyetorkannya ke Rekening Kas Daerah Pemerintah
Kabupaten Siak paling ambat 90 (sembilan puluh) hari
sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan.

Daftar harta kekayaan dari Saudara ..................
pegawai/mantan pegawai*) pada ............... adalah

Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima
Surat Keputusan Bupati ini, Saudara ................
pegawai/mantan pegawai*) pada ............... diberikan
kesempatan untuk menerima atau mengajukan
keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan
disertai bukti yang cukup kepada Bupati selaku Pejabat
Penyelesaian Kerugian Daerah.

Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT
tidak menunda kewajiban Saudara ...
pegawai/mantan pegawai*) pada ............... untuk
mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam Diktum
KESATU.

Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum untuk
pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan
sebagaimana dimaksud dilakukan oleh instansi yang
berwenang melaksanakan pengurusan piutang daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini,
maka akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Siak;

2. Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi Riau;

3. Inspektur Kabupaten Siak;

4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;



3. Kepala ...... (....Kepala OPD selaku Atasan Langsung...};

6. dan seterusnya ................. ;

7. Saudara .......... pegawai/mantan pegawai*) pada
........ , untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Siak SriIndrapura
pada tanggal 2018
a.n. BUPATI SIAK,

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
selaku BENDAHARA UMUM DAERAH

----------------

M

*) Pilih salah satu.



Lampiran XVII : Peraturan Bupati Siak

Nomor Tahun 2018
Tanggal : 2018

Format Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pthak yang
Merugikan/ Pengampu/Y ang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dinyatakan Wanprestasi

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR /HK/KPTS/2018

TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA ...... veensnacasesarsesans PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)
PADA ...coiiviiriivrrarristitiinirsneinnes ceresenees

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa  Saudara ...l pegawal/mantan

ﬂ pegawai*) pada ................. selaku penanggung jawab
atas terjadinya kekurangan ............. (uang/ surat

berharga/barang milik daerah atau uang/barang

bukan milik daerah*) berupa .............. (sebutkan jenis

dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang
dimaksud) dengan jumlah Kerugian Daerah sebesar
Rpeiieiiiins - {.....sebutkan dalam huruf.....))
yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau
lalai *) dari Saudara .................. ;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, Saudara
.............. bersedia menyelesaikan Kerugian Daerah
secara damai sebagaimana tercantum dalam Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak {SKTJM)
tanggal......... ;

c. bahwa sehubungan dengan huruf b, sampai dengan
tanggal jatuh tempo Surat Keterangan Tanggung

N Jawab Mutlak (SKTJM) yaitu tanggal ............. , jumlah

- Kerugian Daerah yang sudah dibayarkan Saudara
.................. adalah sebesar Rp..........coooiip-
(cereeenn sebutkan dalam huruf....... b

d. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Siak masih
mengalami  kerugian sebesar Rp.................... )~
(cornenne sebutkan dalam huruf....... );

e. bahwa sehubungan dengan huruf d dan dalam rangka
menjamin kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak
agar Pemerintah Kabupaten Siak mendapat suatu
tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan
penetapan putusan Majelis Pertimbangan
Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana tertuang
dalam Risalah Sidang Majelis Pertimbangan
Penyelesaian Kerugian Daerah nomor ........ tanggal
.......... , terdapat alasan  untuk  melakukan
penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada
yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang



Mengingat
Menetapkan
KESATU

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau
Pejabat Lain dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati
Siak Nomor 130 Tahun 2018 tentang Standar
Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain;

f. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf
b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, perlu ditetapkan
dalam suatu Keputusan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten RokanHulu,
Kabupaten RokanHilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880};

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5934);

5. Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2018
tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN
PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA
cesssessnrenseses PEGAWAI/ MANTAN PEGAWAI*) PADA

-------------------

Membebankan penggantian kerugian kepada
Saudara............... pegawai/mantan pegawai*) pada



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

*) Pilih salah satu.

.................. sebesar Rp..............,- (....sebutkan dalam

huruf....... )

Memperhitungkan pengembalian sebagian Kerugian
Daerah oleh Saudara............... pegawai/mantan
pegawai*) pada ...l sebesar Rp............. .-

(....sebutkan dalam huruf....... ).

Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
Keputusan ini diterbitkan untuk menyerahkan upaya
penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang
berwenang melaksanakan pengurusan piutang daerah
sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima
Surat Keputusan Bupati ini, Saudara ...
pegawai/mantan pegawai*) pada .............. diberikan
kesempatan untuk menerima atau mengajukan
keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan
disertai bukti yang cukup kepada Bupati selaku Pejabat
Penyelesaian Kerugian Daerah.

Pengajuan keberatan dimaksud dalam Diktum KEEMPAT
tidak menunda kewajiban Saudara ...l
pegawai/mantan pegawai*) pada ... untuk
mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam Diktum
KESATU.

Keputusan ini mempunyai kekuatan hukum untuk
pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jaminan
sebagaimana dimaksud dilakukan oleh instansi yang
berwenang melaksanakan pengurusan piutang daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini,
maka akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Siak;

2. Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi Riau;

3. Inspektur Kabupaten Siak;

4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;

5. Kepala ...... (....Kepala OPD selaku Atasan Langsung...);
6. dan seterusnya ............... ;

7. Saudara  .......... pegawai pada ........ , untuk

dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2018

BUPATI SIAK,



Lampiran XVIII: Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2018
Tanggal : 2018

Format Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) bagi Pihak yang
Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Dapat Menerima Atau Mengajukan
Keberatan Atas SKP2KS

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR /HK/KPTS/2018

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
KEPADA SAUDARA .....cccoevvenne verrananes PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI¥)
PADA ......cevvvvennes beserersrectarenrsrasitacsasrane

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa Saudara ................. pegawai/mantan
pegawai*) pada ................. selaku penanggung jawab
atas terjadinya kekurangan ............. (uang/surat
berharga/barang milik daerah atau uang/ barang
bukan milik daerah*) berupa .............. (sebutkan jenis
dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang
dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau
lalai *) dari Saudara .................. , telah melanggar
kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan
Kerugian Daerah sejumlah Rp...................... .
{.....sebutkan dalam huruf......};

b. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Siak
mengalami kerugian sebesar Rp....................... e
{.....sebutkan dalam huruf......);

c. bahwa sehubungan dengan huruf b, Saudara
............... pegawai/mantan pegawai*) pada
................ , telah melanggar kewajiban untuk
mengembalikan  keseluruhan  Kerugian  Daerah
sejumlah Rp.oooveennain. - {.....sebutkan dalam
huruf.....) dengan tidak bersedia menyelesaikan
Kerugian Daerah secara damai yaitu tidak
menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKTJM);

d. bahwa sehubungan dengan huruf ¢ dan berdasarkan
laporan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah nomor
........ tanggal ........... yang menyatakan bahwa Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak dapat
diperoleh, terdapat alasan untuk melakukan
penuntutan ganti kerugian kepada Saudara ..............
pegawai/mantan pegawai*) pada ................. ;

e. bahwa sehubungan dengan huruf d, telah dltetapkan
Keputusan Bupati Siak tentang Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara Nomor .........



Mengingat

1.

tanggal .............. tentang .............. kepada Saudara
.............. pegawai/mantan pegawai*) pada

bahwa sehubungan dengan huruf e, Saudara
mengajukan keberatan dengan surat nomor ..............

tanggal ... perihal ............... / tidak
mengajukan keberatan*) atas Keputusan Bupati Siak
tentang Pembebanan Penggantian Kerugian
Sementara Nomor .............. tanggal ........... tentang

............

menjamin kepentingan Pemerintah Kabupaten Siak
agar Pemerintah Kabupaten Siak mendapat suatu
tagihan dengan hak eksekusi serta berdasarkan
penctapan putusan Majelis Pertimbangan
Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana tertuang
dalam Risalah Sidang Majelis Pertimbangan
Penyelesaian Kerugian Daerah nomor ........ tanggal
.......... ) terdapat alasan untuk melakukan
penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada
yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau
Pejabat Lain dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati
Siak Nomor 130 Tahun 2018 tentang Standar
Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain;

bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf
b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, huruf {f dan huruf g
perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten RokanHulu,
Kabupaten RokanHilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang

Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah
terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5934);

5. Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2018
tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBANAN
PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA
................. PEGAWAI/ MANTAN PEGAWAI*) PADA

Membebankan penggantian kerugian kepada Saudara
............... pegawai/mantan pegawai*} pada ................

sebesar Rp.............. ,- (....sebutkan dalam huruf....... )

Memerintahkan kepada Saudara ...
pegawai/mantan pegawai*) pada ... , untuk
memulihkan Kerugian Daerah dimaksud dalam Diktum
KESATU paling lambat ................ (....sebutkan dalam
huruf....... ) bulan sejak yang bersangkutan menerima

Keputusan inil.

Daftar harta kekayaan milik Saudara ...............
pegawai/mantan pegawai*} pada ... , adalah

Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
Keputusan ini ditetapkan untuk menerbitkan Surat
Penagihan (SPn) Ketiga kepada Saudara ...
pegawai/mantan pegawai*) pada .................. , sebesar
Rp.cooiiiain. - (....sebutkan dalam huruf....... }.

Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah setelah jangka waktu dimaksud dalam
Diktum KEDUA terlewati dan tidak ada pemulihan
Kerugian Daerah dimaksud dalam Diktum KESATU,
untuk menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah
kepada instansi yang berwenang melaksanakan
pengurusan piutang daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyerahan penagihan kepada instansi yang berwenang
melaksanakan pengurusan piutang daerah atas Kerugian
Daerah yang mengalami kemacetan dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata



terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini,
maka akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Bupati Siak;

Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi Riau;

Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah;
Inspektur Kabupaten Siak;

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;
Kepala ...... (....Kepala OPD selaku Atasan Langsung...);
dan seterusnya............. ;
Saudara .......... pegawai pada ........ , untuk
dilaksanakan dan diindahkan.

NG AL

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2018

BUPATI SIAK,

~

------------- [ER]

*) Pilih salah satu.



Lampiran XIX : Peraturan Bupati Siak

Nomor

Tanggal :

: Tahun 2018

2018

Format Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR /HK/KPTS/2018

TENTANG

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH

KEPADA SAUDARA .......covitiinminsenens PEGAWAI/MANTAN PEGAWAI*)

Menimbang

PADA ...cociiviiiiiincrniiarinsnicastessnnsnsenss

BUPATI SIAK,

. bahwa  Saudara .................. pegawai/mantan

pegawai*) pada ................. selaku penanggung jawab
atas terjadinya kekurangan ............. (uang/surat
berharga/barang milik daerah atau uang/barang
bukan milik daerah*) berupa .............. (sebutkan jenis
dan jumlah uang, surat berharga, dan/atau barang
dimaksud) akibat perbuatan melanggar hukum atau
lalai *) dari Saudara .................. , telah melanggar
kewajibannya untuk mengembalikan keseluruhan
Kerugian Daerah sejumlah Rp................... e
{.....sebutkan dalam huruf......});

. bahwa akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Siak
mengalami kerugian sebesar Rp....................... ,-
{.....sebutkan dalam huruf......);

. bahwa sehubungan dengan huruf b, Saudara

............... pegawai/mantan pegawai*) pada
................ , telah melanggar kewajiban untuk
mengembalikan  keseluruhan  Kerugian  Daerah
sejumlah Rp.oviiiiiis - {.....sebutkan dalam
huruf.....) dengan tidak bersedia menyelesaikan
Kerugian Daerah secara damai yaitu tidak
menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKTJIM);

. bahwa sehubungan dengan huruf ¢, Saudara

mengajukan keberatan dengan surat nomor .............

Tanggal ............ perihal ............. atas Keputusan
Bupati Siak tentang Pembebanan Kerugian Sementara
Nomor .... tanggal .... tentang .......... ;

. bahwa sehubungan dengan huruf d, dan berdasarkan

ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti
Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan ketentuan



Mengingat

1.

Pasal 26 Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun
2018 tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah telah
mengadakan Sidang Majelis pada tanggal ..........
dengan Risalah Sidang Majelis Pertimbangan
Penyelesaian Kerugian Daerah nomor ................
tanggal ................. ;

bahwa sehubungan dengan huruf €, Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah
memutuskan menerima seluruhnya atas pengajuan

keberatan Saudara .................. pegawal/mantan
pegawai*} pada ...l , atas Pembebanan
Penggantian Kerugian Sementara Nomor ...........
tanggal ........... tentang ................ dan terjadinya
kekurangan ............ (wang/surat berharga/barang
milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah®)
berupa ................ (sebutkan jenis dan jumlah uang,

surat berharga, dan/atau barang dimaksud) bukan
akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai*) dari
Saudara .......c..c..eeee. pegawai/mantan pegawai*) pada

bahwa sehubungan dengan huruf f, Majelis
Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah
memberikan pertimbangan kepada Bupat Siak selaku
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk
melakukan Pembebasan Penggantian Kerugian
Daerah kepada Saudara .................. pegawai/ mantan
pegawai*) pada ... dan penghapusan
kekurangan ............ (uang/surat berharga/barang
milik daerah atau uang/barang bukan milik daerah®)
berupa ................ (sebutkan jenis dan jumlah uang,
surat berharga, dan/atau barang dimaksud);

. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, huruf

b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, huruf f dan huruf g
perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten RokanHuluy,
Kabupaten RokanHilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan



Menetapkan

KESATU

KELIMA

KETUJUH

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah
terhadap Pegawal Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5934);

5. Peraturan Bupati Siak Nomor 130 Tahun 2018
tentang Standar Operasional Prosedur Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN
PENGGANTIAN KERUGIAN KEPADA SAUDARA
........ veeeeeess. PEGAWAI/ MANTAN PEGAWAI*) PADA

Membebaskan penggantian Kerugian Daerah kepada
Saudara ............... pegawai/mantan pegawai*) pada
.................. selaku penanggung jawab atas kekurangan
............ (uang/ surat berharga/barang milik daerah atau
uang/barang bukan milik daerah®) berupa ..............
(sebutkan jenis dan jumlah uang, surat berharga,
dan/atau barang dimaksud}.

Memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah mengusulkan dan menyerahkan
penghapusan ............ (uang/ surat berharga/barang milik
daerah atau uang/barang bukan milik daerah*) yang
berada dalam  penguasaan  Saudara  ..............
pegawai/mantan pegawai*) pada ... kepada
instansi yang mengurus penghapusan atas ............
(uang/surat  berharga/barang milik daerah  atau
uang/barang bukan milik daerah*) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini,
maka akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Bupati Siak;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Propinsi Riau;



A

*) Pilih salah satu.

® NG R

Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah;
Inspektur Kabupaten Siak;
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak;

Kepala ...... (....Kepala OPD selaku Atasan Langsung...);
dan seterusnya............. ;
Saudara  .......... pegawai pada ... , untuk

dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 2018

BUPATI SIAK,

----------------



NOMOR SOP fSOP/HK/KPTS/2018
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Tangea!
Pembuatan
Tanggal Revisi
{Ditinjau
Kembali)
Tanggal Efektif
Alamat; Kamplek Perkantoran Tanjung Agung - Siak Sri Indrapura EE
Disahkan aleh Bupati Siak
Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian yang
BADAN KEUANGAN DAERAH Nama SOP
Al Terjadi di SKPD/OPD
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
i Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat{2}; 1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti
Rugi
2. Undang-undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nemar 5, Tambahan {embaran Negara Republik Indonesia 2. Memiliki kewenangan dalam memproses Tuntutan Gantl
Nomor 4355); Rugi
3. peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan Peralatan/Periengkapan
> Kerugian Daerah > Komputer, printer, ATK
> Piutang Tuntutan Ganti Rugi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
> |nformasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian yang Terjadi di SKPD/CPD merupakan bagian dari proses Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Informasi dan Pelaporan Tuntutan > Infarmasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah

Ganti Kerugian sebagai tahap awal dari Tata Cara Tuntutan Kerugian Daerah baik berupa uang atau Barang Milik Daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses Tuntutan Ganti
Kerugian tidak dapat dilaksanakan.




No.

Pelaksana

Mutu Baku

Heglatan

Atasan
Langsung/APIP/BPK/
Laporan Masyarakat/

Pelapor secara Tertulis

Atasan Langsung/Kepala
SKPD/OPD

Kepala SKPKD selaku
Bendahara Umum Daerah

Bupati

BPK

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Informasi terjadinya Keruglan Daerah bersumber dari:

la. hasil pengawasan yang ditaksanakan oleh atasan langsung;
b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;

¢. pemeriksaan Badan Pemerlksa Keuangan;

d. iaporan tertulis yang bersangkutan;

e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawah;
f. perhitungan ex offi.cio; dan/atau

|g. pelapor secara tertulis.

Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan
verifikasi terhadap informasi Kerugian Daerah. Setelah diperoleh
informasi terjadinya kerugian daerah yaitu terhitung sejak
informasi kerugian daerah dilaporkan, AtasanLangsung melakukan
verifikasi atas kebenaran terjadinya kerugian daerah yang|
ditimbutkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara
catatan atau laporan mengenai vang/ surat berharga/barang dan
|bukti fisik uang/ surat berharga/ barang. Kerugian daerah vang
dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerab verifikasi
dilakukan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah yang terjadi di
lingkungan OPD, hasil verifikasi oieh Atasan Langsung disampaikan
kepada Kepala SKPKD selaku BUD

Dalam ha! berdasarkan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian
Daerah yang terjadi di lingkungan SKPC/OPD maka ditindaklanjuti
dengan ketentuan Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah
{(BUD):

1. melaporkan kepada Bupati; dan

2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Laporan atau pemberitahuan disampaikan paling lambat 7 {tujuh)
hari kerja setetah diperaleh informasi terjadinya Keruglan Daerah.




PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

Alomat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Slak Sri indrapuro

NOMOR S0P

fSOP/HK/KPTS/2018

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisl
[Ditinjau
{Kembali)

Tanggal Efektif

Disahkan oleh  |Bupati Stzk
| T i {
BADAN KEUANGAN DAERAH Nama SOP Sumber Informasi dan Pelaporan Tumtutan Ganti Kerugian yang
Terfadl/Dilakukan oleh Kepaia SKPKD/BUD
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasat 5 ayat {2] ; 1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rug
2. Undang-undang Namor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemar 5, Tambahan Lembaran Negara 2. Memiliki kewenangan dalam memproses Tuntutan Ganti Rugi
Republik Indonesia Nemor 43535);

3. Peraturan Pematintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 3 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

Keterkaitan Peraiatan/Perlengkapan
> Kerugian Daerah > Komputer, printer, ATK
> Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
> Informasi dan Pelaparan Tuntutan Ganti Kerugian yang Terjadi di SKPD/OPD merupakan bagian dari proses Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Informasi dan > Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah

Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian sebagai tahap awal dari Tata Cara Tuntutan Kerugian Daerah baik berupa uang atau Barang Milik Daerah. Jika SOP ini tidak
dilaksanakan maka proses Tuntutan Ganti Kerugian tidak dapat dilaksanakan.




Pelaksana

dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD maka ditindakianjuti dengan
ketentuan Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan
(BPX}.

Laporan atau pemberitahuan disampaikan paling lambat 7 (tujuh} hart
kerja setefah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah.

Selesar /.

/

-

Mutu Baku
No. Kegiatan Atasan
Langsung/APIP/BPK/Mas |  Atasan Langsung/ 8 Ket.
yarakat/Pelnpor secara Sekda upatl BPK Kelengkapan Waktu Output
Tertulls
1 |informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
b. Aparat Pengawasan [nternal Pemerintah; B -
c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
d. iaporan tertulis yang bersangkutan; i
. informasi tertulis darl masyarakat secara bertanggung jawab; ,
f, perhitungan ex offi.cio; dan/atau ,
g. pelapor secara tertulis. !
2 |Atasan langsung atau Sekretaris Daerah waijib melakukan verifikasi hd
terhadap informasi Kerugian Daerah. Setelah dipercleh informasi
terjadinya kerugian daerah yaitu terhitung sejak informasi kerugian :
daerah dilaporkan, Atasan Langsung atau Sekretaris Daerah melakukan ,
verifikasi atas kebenaran terjadinya kerugian daerah yang ditimbulkan !
oleh BUD. Verifikast dilakukan dengan cara membandingkan antara
catatan atau laporan mengenat uang/ surat berharga/barang dan bukti
fisik uang/ surat berharga/ barang. ;
3 |Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah yang terjadi/dilakukan cleh
Kepala SKPKD/BUD, hasil verifikasi disampaikan kepada Bupati. .
4 {Dzlam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Daerah




PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

Alamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Sik 5ri Indrapuro

NOMOR SOP

/SOP/HK/KPTS/2018

Tanggal
[Pembuatan

Tanggal Revlsi
(Ditinjau
Kemball}

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Bupati Siak

Penyelesalan Tuntutan Gantl Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai

BADAN KEUANGAN DAERAH Nama SOP Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Penerbitan
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutiak (SKTIM).

Dasar Hukum Kualifikasl Pelaksana
1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat {2} ; 1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi
2. tndang-undang Noemor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 2. Memiliki kewenangan dalam memproses Tuntutan Ganti Rugi

Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Takun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawal Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 3 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

Keterkaitan peralatan/Perlengkapan
> Kerugian Daerab > Kamputer, printer, ATK
> Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
> Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan aleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain merupakan bagian dari proses Tuntutan Ganti Kerugian

Daerah. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugianh sebagai salah satu bentuk pengembalian Kerugian Daerah baik nerupa uang atau Barang Milik Daerah. lika SOP ini tidak
dilaksanakan maka akan terjadi kemungkinan Kerugian Daerah tidak dapat ditagih/diselesaikan yang secara hukum dan pencatatan akan menurunkan nilai kekayaan
Pemerintah Daerah.

Kartu (nventaris Barang (KIB} untuk Kerugian dalam bentuk Barang
Nilal Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk Kerugian

Buku Kas Umum untuk kerugian dalam bnetuk Uang




No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Pejabat Penyefesaian
Keruglan

Daerah/PPKD (Bupati) Daerah

Kepala SKPKD selaku
Bendahara Umum

Tim Penyelesaian
Kerugian Daerah {TPKD)

Pihak/Orang yang
Diduga Menyebabkan
Kerugian Daerah

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Berdasarkan laporan hasll verifikasi dugaan terjadinya Kerugian Daerah PPKD
harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti
Kerugian. PPKD melimpahkan wewenang penyelesaian Kerugian Daerah kepada
Kepala SKPKD selaku BtD untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawat
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka penvelesaian Kerugian Daerah, PPKD/Kepala SKPKD sefaku BUD
membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerab (TPKD).

TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling fambat 7 (tujuh) hari
kerja setalah dibentuk. Datam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memilixi
tugas dah wewenang:

a. menyusun kronotogis terjadinya Kerugian Daerah;

b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah - Bukti
diperoleh melalui pengumputan dokumen pendukung; dan/atau permintaan
keterangan/tanggapan/kiarifikasi wawancara kepada setiap orang yang
terlibat/diduga terlibat/ mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang
dituangkan dalam hasil pemeriksaan;

c. menghitung jumiah Kerugian Daerah;

d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian
Daerah;

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang
membentuknya/Bupati/Kepala SKPKD selaku BUD,

TPKD datam menghitung jumtah Kerugian Daerah dapat meminta pertimbangan
dari pihak yang memiliki kompetensi.

Has# pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oteh TPKD disampaikan
kepada orang yang ciduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan
tanggapan

pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah memberikan
Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan

e

RSN




Pelaksana

Mutu Baku

|Diduga Menyebabkan Keruglan Daera, TPXD memperbaiki hasil pemeriksaan.
Dalam hal TPKD menolak tanggapan, TPKD melampirkan tanggapan atau
klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.

Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan dari Pihak/Orang yang Diduga
Menyebabkan Kerugian Daerah maka dianggap tidak ada keberatan atas hasil
pemeriksaan.

TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala $KPKD/BUD
|selaku pejabat yang membentuk TPKD,

Laporan hasit pemeriksaan menyatakan bahwa:

a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan
melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; atau

b, kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan
perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain,

Laporan hasil pemeriksaan paling sedikit mernuat:
a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
b. jumlah Kerugian Daerah.

Laporan hasil, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/ surat
berharga/barang

Kepala SKPKD/BUD menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan
TPKD, sebagai berikut:

a. menyetujui laporan hasii pemeriksaan; atau

b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.

Dalam hal [aporan hasil pemeriksaan tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang
diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk metakukan pemeriksaan
ulang terhadap materi yang tidak disetujui

10

TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui olen
PPKD/Kepala SKPKD/BUD,

11

TPKD menyampaikan laporan hasil penyempurnaan/perbaikan pemeriksaan
ulang kepada Kepala SKPKD/BUD.

S

. Kegi Pejabat Penyelesaian | Kepaia SKPKD sefak
No. egiatan j ye epa elaku Tim Penyelesaian Pihak/Orang yang Ket.
Kerugian Bendahara Umum Kerugian Daerah (TPKD} Diduga Menyebabkan Ketengkapan Waktu Output
Daerah/PPKD (Bupati} Daerah Kerugian Daerah
6 |Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan dari Pihak/Qrang yang




No.

Keglatan

Pelaksana

Mutu Baku

Daerah/PPKD {Bupati) Daerah

Pejabat Penyelesatan | Kepala SKPKD selaku
Keruglan Bendahara Umum

Tim Penyelesaian
Kerugian Daerah (TPKD)

Pihak/Orang yang
Diduga Menyebabkan
Kerugian Daerah

Kelenghapan

Walktu

Output

Ket.

12

Kepala SKPKD/BUD melaporkan hasil pemetiksaan kepada PPKD/Bupati.

13

PPKD/Bupati menyampaikan pendapat atas laporan dari Kepala SKPKD/BUD
atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh TPKD, sebagai berikut:

2. menyetujul laporan hasii pemeriksaan; atau

b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.

14

Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh PPKD/Bupati, PPKD melalui
Kepala SKPKD/BUD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan
penggantian Kerugian Daerah kepada Piha/Orang yang Merugikan.

15

Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat
pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian
tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah
dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung sawab Mutlak (SKTIM}.
SKTIM paling sedikit memuat:

2. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/ahli
Waris;

b, jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;

¢. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;

d. pernyataan penyerahan barang jaminan  disertai dengan daftar barang yang
menjadi jaminan, bukti kepemiiikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
surat kuasa menjual.

e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/pengampu/ Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

16

Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris membuat
Surat Keterangan Tanggung lawab Mutlak (SKTIM} sebagai bentuk tanggung
ljawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

U ———

.




Pelaksana

Mutu Baku

N { Pejabat Penyelesaian | Kepala SKPKD selak
No Kegiatan ja yel epala aku Tim Penyelesaian Pihak/Orang yang Ket,
Kerugian Bendahara Umum Keruglan Daerah (TPKD) Diduga Menyebabkan Kelengkapan Waktu Qutput
Daerah/PPKD (Bupati} Daerah Kerugian Daerah
17 |Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahlt Waris harus

segera membayar secara tunal atau angsuran ke Rekening Kas Urmum Daerah
Cq. Kuasa BUD atas Penggantian Kerugian Daerah.

balam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak
vang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahll Waris wajib
mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 {sembilan puluh) hari kalender sejak
SKTIM ditandatangani.

Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelaiatan, Pihak Yang Merugikan/
pengampu/yang Memperoleh Hak/Ah1i Waris wajib mengganti Kerugian
Daerah datam waktu paling lama 24 {dua puyluh empat) bulan sejak SKTJM
ditandatangani.

Dalarm hal kondisi tertentu Bupati sesuai dengan kewenangan masing-masing
dapat menetapkan jangka waktu selain 24 (duz puluh empat) sebagaimana
diatur diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

18 |Kepaia SKPKD/BUD melaporkan Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah secara Berkala kepada PPKD/Bupati.
19 {PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang

Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan
pembayaran sesuai dengan SKTJM.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang Memperoteh Hak/Ahli Waris
melataikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTIM, PPKD melalui Kepata
SKPKD/BUD menyampaikan teguran tertulis.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
SKTIM Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dimaksud dinyatakan wanprestasi.




PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

Afamat: Komplek Perkantoran Tanjung Agung - Siok Sri Indrapura

NOMOR S0P

/SOP/HK/KPTS/2018

Tanggal
Pembuatan

Tanggal Revisi
{Ditinjau
Kembali}

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Bupati Siak

BADAN KEUANGAN DAERAH

{Nama S0P

Penyelesatan Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawal Negeri Bukan
Bendabara atau Pejabat Lain - Melalul Penerbitan Surat Kep Pembebanan

Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2) ; 1 Memahami aturan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubiik Indanesia Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 2. Memiliki kewenangan dalam memgproses Tuntutan Ganti Bugi
tndonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 3. Memitiki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
> Kerugian Daerah > Komputer, printer, ATK
> Piutang Tuntutan Ganti Rugi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
> Penyelesaian Yuntutan Ganti Kerugiah yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain merupakan baglan dari proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. > Kartu Inventaris Barang (KIB} untuk Kerugian dalam bentuk Barang Milik Daerah
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugianh sebagai salah satu bentuk pengembalian Kerugian Daerah baik nerupa uang atau Barang Milik Omm.a.:. lika S0F ini :aw.x dilaksanakan 5 Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk kerugian dalam bentuk Barang
maka akan terjadi kemungkinan Kerugian Daerah tidak dapat ditagih/diselesaikan yang secara hukum dan pencatatan akan menurunkan nilai kekayaan Pemerintah Daerah, e = R
> Buku Kas Umum untuk kerugian dalam bnetuk Uang




Pelaksana

harus menyelesaikan Keruglan Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti]
Kerugian, PPKD melimpahkan wewenang penyelesaian Kerugian Daerah kepadaf
Kepala SKPKD selaku BUD untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD/Kepala SKPKD selaku BUD
membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).

TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 {tujuh) hari kerja
satelah dibentuk. Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan
wewenang:

a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;

b. mengumputkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah -- Bukti
diperoleh melalui pergumpulan dokumen pendukung; dan/atau permintaan
keterangan/tanggapan/ktarifikasi wawancara kepada setiap orang yang
rertibat/diduga terlit:at/ rmengetahui verjadinya Kerugiar Daerah yang
dituangkan dalam hasil pemeriksaan;

¢. menghitung jumlah Kerugiar Daerah;

d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian
Daerah;

e. melaporkan hasil perneriksaan kepada pejabat yang
membentuknya/Bupati/Kepala SKPKD selaku BUD.

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah dapat meminta pertimbangan
dari pihak yang memiliki kampetensi.

Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan ofeh TPKD disampaikan
kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan
tanggapar

Orang yang Diduga Menyebahkan Kerugian Daerah memberikan Tanggapan atas
Hasil Pemeriksaan kepada TPKD paling tambat 14 (empat belas} hari kerja sejak
surat hasil pemeriksaan disampaikan

Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan, TPKD mempetbaiki basit
pemeriksaan.

Dalam hal TPKD menotak tanggapan, TPKD melampirkan tanggapan atau
klarifikasi tersebut dalam hasli pemeriksaan.

Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan, dianggap tidak ada keberatan atas
hasit pemetiksaan.

TPKD menyampaikan laporan hasit pemeriksaan kepada Kepala SKFKD/BUD

_mm_w_E pejabat yang membentuk TPKD,

S

Mutu Baku
No. Kegiatan Pejabat Penyelesalan | Kepala SKPKD selak Pihak/Orang vang
Tim Penyelesaian Ker.
Kerugian D PPKD B
rugian Daerah/ } endahara Umum Keruglan Daerah (TPKD) Diduga Menyebabkan Kelengkapan Waktu Output
(Bupati) Daerah Kerugian Dasrah
1 [Berdasarkan laporan hasil verifikasi dugaan terjadinya Keruglan Daerah PPKD




Pelaksana

Mutu Baku
i P K
No. Kegiatan Pejabat Penyelesalan epala SKPKD selaku Tim Penyelesalan Pihak/Orang yang Ket.
Kerugian Dzerah/PPKD)| Bendahara Umum Kerugian Daerah {TPKD) Diduga Menyebabkan Kelengkapan Waktu OQutput
(Bupati} Daerah Kerugian Daerah
|Laporan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa: _
a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan “
melanggar hukum atau falai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; 4_\

atau

b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan
perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain.

Laporan hasil pemeriksaan paling sedikit memuat:
a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan

b. jurnlah Kerugian Daerah.

Laporan hasil, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/ surat

aa

Kepala SKPKD/BUD menyampaikan pendapat atas [aporan hasil pemeriksaan
TPKD, sebagai berikut:

a. menyetujuf laporan hasii pemeriksaan; atau

b. tidak menyetujui laporan hasit pemeriksaan,

8b

Dalam hal laporan hasil pameriksaan tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang
diberi kewenangan segera menugaskan TPXD untuk melakukan pemeriksaan
ulang terhadap materi yang tidak disetujui

TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui oleh
PPKD/Kepala SKPKD/BUD.

10

TPKD menyampaikan taporan hasil panyempurnaan/perbaikan pemeriksaan
ulang kepada Kepala SKPKD/BUD

11

Kepala SKPKD/BUD melaporkan hasi) pemeriksaan kepada PPKD/Bupati.

13

PPKD/Bupati menyampaikan pendapat atas laporan dari Kepala SKPKD/BUD atas
hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh TPKD, sebagai berikut:

3. menyetujui laparan hasii pemeriksaan; atau

b. tidak rmenyetujui laparan hasil pemeriksaan.

14

Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujul oleh PPKD/Bupati, PPKD melalui
Kepala SKPKD/BUD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan
penggantlan Kerugian Daerah kepada Piha/Orang yang Merugikan.

15

Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat
pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pthak yang
Meruglkan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian
tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedla mengganti Kerugian Daerah
dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawah Mutlak (SKTIM]).




No.

Keglatan

Pelaksana

Mutu Baku

Pejabat Penyelesaian
Keruglan Daerah/PPKD)
{Bupati)

Kepala SKPKD selaku
Bendahars Umum
Daerah

Tirm Penyelesaian
Kerugian Daerah (TPKD)

Pthak/Orang yang
Diduga Menyebabkan
Kerugian Daerah

Kelengkapan

Waktu

SKTIM pallng sedikit memuat:

a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;

. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;

d. pernyataan penyerahan barang jaminan  disertai dengan daftar barang yang
menjadi Jaminan, bukti kepemiilkan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
surat kuasa menjual,

&. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/pengampu/ Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

16

Dalam hai SXTIM tidak dapat diperoleh, TPKD segera  menyampaikan laparan
kepada PPKD Cq.  Kepala SKPKD/BUD

1

~

Berdasarkan Laporan dasi TPKD, PPKD menerbitkan SKP2KS, paling lambat 7
{tuluh} hari kerja setelah menerima laporan dari TPKO.

SKP2KS paling sedikit memuat materi:

a. ldentitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. Perintah untuk menggant Kerugian Daerak; jumlah Kerugian Daerah yang
harus dibayar;

¢. Cara dan Jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan

¢. Daftar harta kekayaan milik Pibak yang Merugikan/Pengampu/Yang
Mernperoleh Hak/Ahli Waris,

18

Kepala SKPKD/BUD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian Kerugian
|0aerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunaj paling lambat
90 {sembitar puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2ZKS. SKP2KS mempunyat
kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan. Pelaksanaan sita jarminan
dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperclen Hak/ Ahli Waris dapat
menerima atau mengajukan kebaratan SKP2KS paling lambat 14 {empat belas)
hari keria sejak diterimanya SKP2KS. Keberatan disampaikan secara tertulis
kepada PPKD dengan disertai bukti.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Pihak Yang Mecugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.




No.

Keglatan

Pelaksana

Mutuy Baku

Pejabat Penyelesaian
Kerugian Daerah/PPKD})
{Bupati}

Kepala SKPKD selaku
Bendahara Umum
Daerah

Tim Penyelesaian
Kerugian Daerah (TPKD)

Pihak/Orang yang
Diduga Menyebabkan
Keruglan Daerah

Keiengkapan

Waktu

20

Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris seharus
segera membayar secara tunal atau angsuran ke Rekening Kas Umum Daerah
Cq. Kuasa BUD atas Penggantian Kerugian Daerah.

Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar bukum, Pihak
Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperafeh Hak/Ahli Waris wajib mengganti
Kerugian Daerah paling lama 90 {sembilan puluh} hari kalender sejak SKP2KS
diterbitkan.

Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/
pengampu/yang Memperaleh Hak/Ahli Warls wajib mengganti Kerugian Daerah
dalam waktu paling lama 24 {dua puluh empat) butan sejak SKTIM
ditandatangani.

Dalam hal kondist tertentu Bupati sesuai dengan kewenangan rnasing-masing
dapat menetapkan jangka waktu selain 24 {dua puluh empat} sebagaimana
diatur diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

21

Kepaia SKPKD/BUD melaporkan Peisksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah secara Berkala kepada PPKD/Bupati.

22

PPKD waiib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang
Merugikan/Pengampu/yang Memperoieh Hak/Ahlt Waris metakukan
permbayaran sesuai dengan SKP2KS.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahti Waris
melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKP2KS, PPXD melaiui Kepala
SKPKD/BUD menyampaikan teguran tertul

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/fyang Memperoleh Hak/Ahli Waris
tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
SKP2KS Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dimaksud dinyatakan wanprestasf.
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{Penyelesaian Tuntutan Ganti Keruglan yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimb gan P lesaian Kerugian
ma SOp ) ¥
BADAN KEUANGAN DAERAH Nama Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, danfatau Barang Miik Daerah Bukan]
Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2} ; 1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi
2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2004 Nomar 5, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia 2. Memiliki kewenangan dalam memproses Tuntutan Gant Rugi
Nomar 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 3 Memitiki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
> Kerugian Daerah > Kemputer, printer, ATK
> Piutang Tuntutan Ganti Rugi
Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain merupakan bagian dari proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugianh sebagai salah satu bentuk pengembalian Kerugian Daerah baik nerupa uang atau Barang Milik Daerah. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan
terjadi kemungkinan Kerugian Daerah tidak dapat ditagib/diselesaikan yang secara hukum dan pencatatan akan menurunkan nilai kekayaan Permnerintah Daerah.

Kartu inventaris Barang {KIB) untuk Kerugian dalam bentuk Barang Milik Daerah

Nilai Buku dan Akumulasi Penyusutan Asat Tetap untuk Kerugian dalam bentuk Barang

w:_E Kas c_..::a untuk kerygian datam bentuk Lang




Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Pejabat

F 1

Keruglan
Daerah/PPKD)
{Bupati)

Kepala SKPKD

Wiajelis

Per gan

Tim Penyelesalan

nd
selaku Bendahara Kerugian Daerah (TPKD}

Umum Daerah

Penyelesaian
Kerugian Daerah
(Maijelis)

Pihak/Orang yang
Diduga
Menyebabkan
Kerugian Daerah

Kelengkapan

Ket.

Berdasarkan laporan hasil verifikasi dugaan terjadinya Kerugian Daerah PPKD
harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti
Kerugian. PPKD melimpabkan wewenang penyelesaian Kerugian Daerah
kepada Kepaia SKPKD selaku BUD untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atap Pejabat Lain di lingkungan
Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD/Kepala SKPKDselaku BUD
membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).

TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 {tujuh) hari
kerja setelah dibentuk. Daiam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki
tugas dan wewenang:

a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;

b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah -- Bukti
diperpteh melalui pengumpulan dokumen pendukung; danfatau permintaan
keterangan/tanggapan/klarifikasi wawancara kepaca setiap orang yang
terlibat/diduga terlibat/ mengetahui terjadinya Kerugian Daerah vang
dituangkan dalam hasil pemeriksaan;

c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;

d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara
atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian
{Xerugian Daerah;

e. melaporkan hasi permeriksaan kepada pejabat yang
membentuknya/Bupati/Kepata SKPKD selaku 8UD.

TPKD daiam menghitung jumiah Kerugian Daerah dapat meminta
pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan
kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan
tanggapan

Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah memberikan
Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan kepada TPKD paling [2mbat 14 {empat
belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan

Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan, TPKD memperbaiki
hasil pemeriksaan.

Dalam hai TPKD menolak tanggapan, TPKD melampirkan tanggapan atau
klarifikasi tersebut dalam hasilt pemeriksaan.

Dalam hai TPKD tidak menerima tanggapan, dianggap tidak ada keberatan
atas hasil pemeriksaan.

TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKD/BUD
selaku pejabat yang membentuk TPKD.

[




Keglatan

Pelaksana

Murtu Baku

Pejabat
Penyetesaian
Kerugian
Daerah/PPKD)
{Bupati}

Kepala SKPKD
selaku Bandzhara
Umum Daerah

Tim Penyelesaian
Kerugian Daerah {TPKD})

Majelis
Pertimbangan
Penyelesaian
Kerugian Daerah
{Majeils)

Pihak/Orang yang
Diduga
Menyebabkan
Keruglan Daerah

Kelengkapan

Waktu

Ket.

Laporan hasit pemeriksaan menyatakan hbahwa:

a. kekurangan vang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan
melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; atau

b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan
perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain.

Laporan hasil pemeriksaan paling sedikit memuat:
a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Xerugian Daerah; dan
k. jumlah Kerugian Daerah.

Laporan hasil, paling sedikit memuat jumiah kekurangan uang/ surat
berharga/barang

Kepala SKPKD/BUD menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan
TPKD, sebagal bertkut:

a, menyetujui laporan hasié pemeriksaan; atau

b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.

Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang
diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan
ulang terhadap materi yvang tidak disetujui.

10

TPKD melakukan pemeriksaan ulaeg terhadap materi yang tidak disetujui oleh
PPKD/Kepala SKPKD/BUD.

il

TPKD menyampaikan laporan fasil penyempurnaan/perbaikan pemeriksaan
ulang kepada Kepaila SKPKG/BUD.

12

Kepala SKPKD/BUD melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD/Bupati.

13

PPKD/Bupatt menyampaikan pendapat atas kaporan dari Kepala SKPKD/BUD
atas hasil permeriksaan vang telah dilakukan oleh TPKD, sebagai berikut:

a. menyetujut taporan hasii pemeriksaan; atau

b. tidak menyetujui lapcran hasit pemeriksaan.

14

PPKD/Bupati melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:

2. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan
perbuatan relanggar hukum atau latai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain

b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara/Daerah secara
damai

c. Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

IMemperoteh Halk/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.




Pelaksana

Mutu Baku

Pejabat Majelis

No. Kegiatan Penyelesaian Kepata SKPKD Pertimbangan Pihak/Orang yang
Kerugian selaku Bendahara Tim Penyelesaian Penyelesaian Diduga Ketengka .

elengkapan Waktu Out,
Daerah/PPKD] Umum Daerah | Nerugian Daersh (TPKD) |\ tan Daerah xz_m:.ﬁ..nc_sa .

nu:uu.nc {Majelis) erugian Daerah

15 |Dalarn rangka penyelesaizn Kerugian Daerah, PPKD membentuk Majelis. |

Jumiah anggota Majefis terdiri dari 5 (lima) orang, yang terdiri dari;

a. pejabat/pegawai pada sekretariat daerah;

b. pejabat/pegawai pada inspektorat; dan

¢. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya. [SEKDA,
INSPEKTUR, ASISTEM 111, KABAG HUXUM, KEPALA OPD TERKAIT.

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada
PPKD atas:

a. penyelesalan atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukurn atau falai Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

b. penggantian Kerugian Daerah setelah pihak yang
Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahl Waris dinyatakan
wanprestasi
¢. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS.

16

Datam metaksanakan tugasnya, Majelis meiakukan sidang.

[alam sidang sntuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga,
dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau talai
pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis melakukan hal
sebagai berikut:

a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang
Memperoieh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya
Kerugian Daerah;

b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian
rertentu;

¢. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau

d_hal lain yang diperiukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

17

Dalam hat hasil sidang Majelis, terbukti babwa kekurangan uang, surat
berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum
atau talai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis
menetapkan putusan hasil sidang. Putusan hasil sidang berupa pertimbangan
penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
b.uang danfatau barang bukan miiik daerah yang berada dalam penguasaan
Pegawai Megeri Bukan Bendahara atau Pejahat Lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.




Pelaksana

Murtu Baku
Pejabat Majelis
No. Kegiatan Penyelesalan Kepala SKPKD . Pertimbangan Pihak/Orang yang
Kerugian selaku Bendahara Tim Penyelesatan Penyelesalan Diduga Kelengkapan Waktu h
a
Daerah/PPKD) Umum Daerah Kerugian Daerah {TPKD) Kerugian Daerah Menyebabkan
{Bupati} (Majetis) Kerugian Daerah
18 [Berdasarkan Laporan dari TPKD, PPKD Cq. Kepala SKPKD/BUD menerbitkan |

SKP2KS, paling fambat 7 {tuluh) hari kerja setelah menerima laporan dari
TPKD.

SKP2KS paling sedikit memuat materi:

a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris;

b. Perintah untuk mengganti Kerugian Daerah; jumlah Kerugian Daerah yang
harus dibayar;

c. Cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan

d. Daftar harta kekayaan mitik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang
_?__mq:_um_.o_mr Hak/Ahli Waris,

Maijelis menyampaikan hasil sidang berupa Pertimbangan kepada
PPKD/Bupati. Atas dasar pertimbangan, PPKD/bupati mengusulkan
penghapusan:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/ atau
b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.

19

Datam hal hasil sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan uang, surat
berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau
lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Latn, Majelis dapat
memerintahkan TPKD metalui PPKD/Bupati untuk melakukan pemeriksaan
kembaii.

20

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperaleh Hak/ Anii Waris dapat
menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 {empat
belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS. Keberatan disampaikan secara
tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti,

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/
Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian
Daerah.

2

—_

Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali, Majelis
menyampaikan hat yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan
kembali.

Setelah melakukan pemeriksaan kembali TPKD melalui PPKD/Bupati
menyarmpaikan laparan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.

Laporan hasil pemeriksaan kembali menyatakan bahwa:

a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan
melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain; atau

b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan
perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara ata
Pejabat Lain;

disertai dengan dokumen pendukung.

1]




Pelaksana

Mutu Baku
Pejabat Malelis o
No. Kegiatan Penyelesatan Kepala SKPKD . Pertimbangan ihak/Orang yang
Kerugian selaku Bendahara Tim Penyelesaian Penyelesalan Diduga le et
- Kel kapan Waktu
Daerah/PPKD) Urnum Daerah Kerugian Daerah (TPKD) Kerugian Daerah x—agﬁuurru: ngkapa Output
[Bupati) (Majelis) erugian Daerah
22 |Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah datam hai: :
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kemnbali TPKD; atau
b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD. i o .
Putusan Majelis disampaikan kepada PPKD.
23 |PPKD menindaklanjuti putusan Majelis melalui proses penyelesaian Kerugian
Daerah melalui penerbitan SKTJM dan/atau SKP2KS. PPKD wajtb melakukan
- [ P

pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang
Memperoleh Hak/ahli Waris melakukan pembayaran sesual dengan SKTIMD
dan/atau SKP2KS.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKP2KS, PPKD
metalui Kepala SKPKD/BUD menyampaikan teguran tertulis.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperolen Hak/Ahli
Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalaem SKP2ZKS Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoieh
Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.
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BADAN KEUANGAN DAERAH

|Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Ditakukan oleh Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesalan Kerugian

Nama S0P .
Daerah - Pihak Yang Menugikan/PengampufYang Memperoleh Hak/Ahl Waris
dinyatakan Wanprestasi.
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Undang-undang Dasar Negara Republiik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2} ; 1. Memahami aturan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi

Undang-unidang Nomar 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Memiliki kewenangan dalam mempreses Tuntutan Ganti Rugi

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Gantl kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

Keterkaitan Perafatan/Periengkapan
Kerugian Baerah > Komputer, printer, ATK
Piutang Tuntutan Ganti Rugi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain merupakan bagian dari proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Peayetesaian Tuntutan > Kartu inventaris Barang (KI8) untuk Kerugian dalarn bentuk Barang Milik Daerah
Ganti Kerugianh sebagai satah satu bentuk pengembatlian Kerugian Daerah baik nerupa vang atau Barang Milik Daerah. Jika SOP ini tidak ditaksanakan maka akan terjadi kemungkinan Kerugian Daerahb N

tidak dapat ditagih/diselesaikan yang secara hukum dan pencatatan skan menurunkan nilai kekayaan Pemerintah Daerah.

Milai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk Kerugian dalam bentuk Barang

mmxc wmm c-.::..: untuk kerugian dalam bentuk Uang




No.

Pelaksana

Mty Baku

Kegiatan

Pejabat Penyelesaian
Kerugian Daerah/PPKD}
{Bupatl)

Kepala SKPKD selaku
Bendahara Umum
Daerah

Majelis
Pertimbangan
Penyelesaian
Kerugian Daerah

Tim Penyelesalan
Kerugian Daerah {TPKD)

{Majels)

Pihak/Orang
yang Diduga
Menyebabkan
Kerugian Daerah

Kelengkapan

Waktu

Ket.

Berdasarkan laporan hasil verifikasi dugaan teriadinya Kerugian Daerah PPKD harus
menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksapakan Tuntutan Ganti Kerugian. PPKD
melimpahkan wewenang penyelesaian Kerugian Daerah kepada Kepala SKPKD selaku BUD
untuk kerugian daerah vang dilzkukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD/Kepala SKPKDselaku BUD membentuk
Tim Peryelesaian Kerugian Daerah (TPKD),

TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
dibentuk. Datam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:

a. menyusun kranologis terjadinya Kerugian [aerah;

b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah - Bukti diperoleh melaiui
pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau permintaan keterangan/tanggapan/kla
wawancara kepada setiap orang yang teriibat/diduga teriibat/ mengetahui terjadirya
Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan;

c. menghitung jumiah Kerugian Daerah;

d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawal Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;

e. melaporkan hasit pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya/Bupati/Kepala SKPKD
selaku BUD.

TPKE dalam menghitung jumlah Kerugian Daerab dapat meminta pertimbangan dari pihak
yang memiliki kompetensi.

Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oteh TPKD disampaikan kepada orang
vang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan

Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah memberikan Tanggapan atas Hasil
Pemeriksaan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil
pemeriksaan disampaikan

Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan,

Dalam hal TPKD menoiak tanggapan, TPKD metampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut
dalam hasil pemeriksaan.

Balam hal TPKD tidak menerima tanggapan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil
pemeriksaan

TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKD/BUD selaku pejabat
yang membentuk TPXD.

&




Pelaksana

Mutu Baku
Majelts .
) . Pihak/Orang
Na. Kegiatan Pejabat Penyelesaian | ¥epala SKPKD selaku Tim Penyelesaian Pertimbangan ng Diduga Ket.
Kerugian Oaecah/PPRO)|  Bendahara Umum | 0 FES T | penyelesaion .s._“__n _Sanm Kelengkapan Waktu | Output
(Bupati} Daerah Kerugian Daerah Keru <n ...—_

(Mazjelis) gian Daera)
Laporan hasil permeriksaan menyatakan bahwa: i
a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar
hukum atay lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau e

b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan
melanggar hukurn atau lalai Pegawai Negeri ukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Laporan hasil permeriksaan paling sedikit memuat:
a. pihak yang bertanggung jawab atas tetjadinya Kerugian Daerah; dan

b. jurniah Kerugian Daerah.

Laporan hasil, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/ surat berharga/barang

8 |Kepala SKPKD/BUD menyampaikan pendapat atas laporan hasii pemeriksaan TPKD, sebagai
berikut:

3. menyetujui laporan hasii pemeriksaan; atau
b. tidak menyetujri Japoran hasil pemeriksaan.

9 |Dalam hal laperan hasil pemeriksaan tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi
kewenarngan segera menugaskan TPKD untuk mefakukan pemeriksaan vlang terhadap materi
yang tidak disetujui.

10 [TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui oleh PPKD/Kepaia
SKPKD/BUD.

11 |TPKD menyampaikan laporan hasii penyempurnaan/perbaikan pemeriksaan ulang kepada
Kepala SKFKD/BUD.

12 |Kepala SKPKD/BUD melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD/Bupatl.

13 |PPKD/Bupati menyampaikan pendapat atas laporan dari Kepala SKPKD/BUD atas hasil
pemeriksaan yang telah dilakukan oleh TPKD, sebagai berikut:

a. menyetujui laperan hasii pemeriksaan; ataw
b. tidak menyetujui laparan hasili pemeriksaan.
14 |PPKD/Bupati melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:

3. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan
medanggar hukurn atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan
wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara/Daerah secara damai.

¢. Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.




Kegilatan

Pelaksana

Mutu Baku

Pejabat Penyelesaian
Kerugian Daerah/PPKD)
{Bupati)

Kepala SKPKD selaku
Bendahara Umum
Daerah

Tim Penyelesaian
Kerugian Baerah {TPKD)

Magelis
Pertimbangan
Penyelesaian
Kerugian Daerah

Pihak/Orang
yang Diduga
Menyebabkan
Kerugian Daerah

Kelengkapan

Waktu

Ket.

15

Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD membentuk Majefis. Jumlah anggota
Majelis terdiri dari 3 (tiga} orang atau 5 (lima} orang, yang terdisi dari:

a. pejabat/pegawai pada sekretariat daerah;

b. pejabat/pegawai pada inspektorat; dan

c. pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuvai dengan keahliannya,

Majelis mempuriyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas;

a. penyelesaian atas kekurangan vang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan
perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
b. penggantian Kerugian Daerah setelah pihak yang Merugfkan/Pengarmpu/Yang
Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi,

c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS,

16

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis melakukan sidang.

Dafam sidang untuk penyelesalan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang
Merugikan/pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi, Majelis
melakukan hal sebagai berikut:

a. memeviksa ketengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;

b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang
menanganl pengurusan plutang negara/daerah; dan/ atau

c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah,

16

Setelah melaksanakan sidang, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan
SKPZK. Pertimbangan disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.

SKP2K paling sedikit memuat materi:

3. pertimbanganMajelis;

b. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memgperoleh Hak/Ahli Waris;

c. jumtah Kecugian Daerah yang harus dipulinkan;

b. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani
pengurusan pitutang negara/daerah; dan

c. daftar barang jaminan Pibak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli
Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/daerah,
dalam hai Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.

17

PPKD menerbitkan SKP2K diterbitkan paling lambat 14 {empat belas) hari kerja sejak Majelis
menetapkan putusan.

SKP2K disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Keuangan;

b. Majelis;

<. instansi yang menangani pengurusan piutang negara/ daerah; dan

d. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahlt Waris.

PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang
Memperoieh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKP2KS.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang Memperoleh Hak/ARli Waris melalaikan
kewajiban pembayaran sesuai dengan SKP2KS, PPKD melalui Kepala SKPKD/BUD
menyampaikan teguran tertulis.

Selesai
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Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
Undang-undang Dasar Negara Repubfik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat {2] ; 1 Memahami aturan yang berkaitan dengan Tuntutan Garti Rugi
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2004 Namar 5, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4355); 2 | kewenangan dalam memproses Tuntytan Ganti Rugi
Peraturan Pemerintah Nomaor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 3 Memiliki kernampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan Peraiatan/Periengkapan
Kerugian Daerah > Kamputer, printer, ATK
Piutang Tuntutan Ganti Rugi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan aleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain merupakan bagian dari proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Penyelesaian Tuntutan Ganti > Kartu Inventaris Barang (KIB} untuk Kerugian dalam bentuk Barang Milik Daerah
Kerugianh sebagai salah satu bentuk pengembalian Kerugian Daerah baik nerupa uang atau Barang k Daerah. Jika SOP ini tidak ditaksanakan maka akan terjadi kemungkinan Kerugian Daerah tidak dapat N Nitai Buku dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk Kerugian dalam bentuk Barang Milik
ditagih/diselesaikan yang secara hukum dan pencatatan akan menurunkan nilai kekayaan Pemerintah Daerah. . )
> Buky Kas Umutn untirk karugian dalam bentuk Uang




No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Saku

Pejabat Penyetessian | Kepala SKPKD selalos
Kerugian Daerah/PPKD]| Bendahaca Umum Tim Penyelesaian
[Bupati) Daerah

Kerugian Daerab (TPKD)

Maleiis
Pertimbangan
Penyelesaian

Keruglan Daerah
{Majelis)

Pihak/Orang yang
Didugna
Menyebabkan
Keruglan Daerah

Kelengkapan

Waktu

Ket.

Berdasarkan taporan hasil verifikasi dugaan terjadinya Kerugian Daerah PPKD harus menyelesaikan
Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian, PPKD melimpahkan wewenang
penyelesalan Kerugian Daerah kepada Kepala SKPKD selaku BUD untuk kerugian daerah yang
dilakukan oleh Pegawal Negeri Bukan Bandahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan
Daerah.

Dalam rangka penyelesaian Keruglan Oaerah, PPKD/Kepala SKPKDselaku BUD membentuk Tim
Penyelesaian Keruglan Daerah (TPKD).

TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah pating lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
Datam permeriksaan Kerugian Daerah, TPKD mamiliki tugas dan wewenang:

a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;

b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah -- Bukti diperoleh melalui
pengumpuian dokumen pendukung; dan/atau permintaan keterangan/tanggapan/Warifikas|
wawancara kepada setiap orang yang teriibat/diduga terlibat/ mengetahui terjadinya Kerugian
Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan,

c. menghitung jumiah Kerugian Daerah;
d. menginventarisasi harta kekayaan millk Pegawai Neger! Bukan Bendahara atau Pejabat Laln yang
dapat dijadikan sebagaf jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;

e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya/Bupati/Kepaia SKPKD selaku
BLD. R

TPKD dalam menghitung jumiah Kerugian Daerah dapat meminta pertimbangan dari pihak yang
memilik] kompetensi.

Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKO disampaikan kepada arang yang
diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan

Orang yang Diduga Manyebabkan Kerugian Daerah memberikan Tanggapan aras Hasil Pemeriksaan
kepada TPKD paling lambat 14 {empat belas) hari kerja sejak surat hasil perneriksaan disampaikan

Dalarm hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan, TPKD memperbaiki basil pemeriksaan.
palam ha! TPKD menotak tanggapan, TPKD meiampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam
hasil pemeriksaan.

Dalam ha! TPKD tidak menerima tanggapan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan,

TPKD menyampaian faporan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKO/BUD selaku pejabat yang
membentuk TPKD.

Laporan hasll pemeriksaan menyatakan bahwa:

a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukutn atau
ialai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau

b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar
hukum atay Jalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Laporan hasi pemeriksaan paling sedikit memuat:
a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan

b. jumlah Kerugian Daerah.

Laporan hasil, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/ surat berharga/barang

@:\w o

5




Pelaksana

Mutu Baku
Majelis Pihak/0)
No. Kegiatan Pejabat Penyelesaian | Kepala SKPKD selaku Pertimbangan ak/Urang yang K
Kesuglan Daerah/PPKD}| Bendahara Umum Tim Penyelesaian Petryelesal Diduga i o
Kerugian Daerah (TPKD} n Menyebabian Kelengkapan Waktu
{Bupati} Daerah Kerugian Daerah Daerah
(Majelis) Cerugian
8 |Kepala SKPKD/BUD menyampaikan pendapat atas taporan hasil pemeriksaan TPKD, sebagal berikut:
a. menyetujui laporan hasli perneriksaan; atau
b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan. ——
:
9 [Dalam hal laporan hasit pemeriksaan tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewanangan
segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan uiang terhadap materi yang tidak disetujui.
10 {TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui oleh PPKD/Kepala |
SKPKD/BLD. b
i1 |TPKD menyampaikan laporan hasil penyempurnaan/perbaikan pemeriksaan ulang kepada Kepala
SKPKD/BUD. :
12 [Kepala SKPKD/BUD melaparkan hasil pemeriksaan kepada PPKD/Bupati.
13 |PPKD/Bupati menyampaikan pendapat atas taporan dari Kepala SKPKD/BUD atas hasil pemerfksaan
yang telah dilakukan oleh TPKD, sebagai berikut:
a, menyetujul laporan hasii pemeriksaan; atau ' _.‘ -
b. tidak menyetujui laporan hasit pemeriksaan.
14 |PPKD/Bupat! melakukan penyelessian Kerugian Daerah mengenai:
a. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar i
hukum atau lalai Pegawai Negerl Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, ' _
b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi
atas penyelesaian Kerugian Negara/Daerah secara damai.
. Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris
atas penarbitan SKP2KS.
15 |Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan
keberatan dasi Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis
melakukan hal sebagai berikut: X
a. memeriksa laporan TPKD;
b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperoiehnya SKTIM; s e - - - » |__
c. memertksa bukti;
d. memeriksa dan meminta keterangan pitak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh
Hak/ARi Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
e. meminta keterangan / pendapat dari narasumber yang memitiki keahian tertentu; dan/ atau
f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
16 |Dalam melaksanakan tugasnya, Majetis melakukan sidang.

Datam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
a. menalak seturuhnya;

b. menerima seluruhnya; atau

¢. menerima atau menolak sebagian.

Datam hal dalam sidang, Majelis belum metnperoleh cukup bukdti, Majelis dapat menugaskan TPKD
malalul PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkalt dengan Kerugian
Daerah yang terjadi.




Pelaksana

Mutu Baku
Majelis
No. Kegiatan Pejabat Penyelesaian | Kepala SKPKD selaku Pertimbangan |* "/Orang yang Ket.
Kerugian Daerah/PPKD)| Bendahara Umum | TimPenvelesalan | eian Diduga
g aera Kerugian Daerah (TPKD) yel Menyebabkan Kelengkapan Waktu
{Bupati) Daersh Kerugian Daerah
{Majelis) Kerugian Daerah
17 IBerdasarkan putusan sidang, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerhitkan
SKP2K.
SKP2K paling sedikit memuat materi:
a. pertimbangan Majelis; :
b. identitas Pthak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ahli Waris;
¢. jurah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Mempercleh Hak/AhIl Waris;
e. perintah untuk mengganti Kerugfan Daerah;
f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
g. Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan H
piutang negara/daerah dalam hal pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperaleh Hak/Ahli !
Waris tidak membayar Kerugian Daerah sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K.
18 |PPKD menerhitkan SKP2K diterbitkan pafing lambat 14 (empat befas} hari kerja sejak Majelis
menetapkan putusar, '__ .
SKP2K disampaikan kepada:
a. Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Majelis; =
<. instansi yang menangani pengurusan piutang negara/ daerah; dan On_nl_
d. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. e
PPKD wajibr melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang
Memperaleh Hak/Ahi Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKP2KS.
Dalam hal Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang Memperaleh Hak/Ahli Waris melalaikan
kewajiban pembayaran sesuai dengan SKP2KS, PPKD melalui Kepala SKPKD/BUD menyampaikan
teguran tertull
19 |Berdasarkan putusan sidang, Majeiis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
a, pembebasan penggantian Kerugian Negara/Daerah;
b. penghapusan:
(1} uang, surat herharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahars atau pejabat Lain; dan/atau
(2} vang dan/atau barang bukan milik daerah yang herada dalam penguasaan pegawal Negeri Bukan
Bendahara atau pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,
20 |Atas dasar pertimbangan Majelis, PPKD:

a. menerbitkan surat keputusan perbebasan penggantian Kerugian Daerah; dan

b. mengusutkan penghapusan:

{1) uang, surat berharga, dan/atay barang mitik daerah yang berada dalam pengi:asaan Pegawai
Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/ atav

{2} uang, dan/atau barang negarafdaerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendabara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,

Surat keputusan pembebasan penggantian Xerugian Daerah paling sedikit memuat materi
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperaleh Hak/Ahli Warts yang dibebaskan
dari penggantian Kerugian Daerah;

b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang herada dalam
penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang
bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau
Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

. pernyataan bahwa teiah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah
vang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uvang
dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan
Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan
disebabkan perbuatan mefanggar hukurn atau lalai Pegawai Neger Bukan Bendahara atau Pef abat
Lain.




Pelaksara

Mutu Baku
Majelis ot
No. Kegiatan Pejabat Penyelesalan | Kepala SKPKD selaku | resaian | Pertimbangan -Eoﬂ.é yang Ket.
K Daerah/PPKD) | Bendal Penye uea
erugian /i b hara Umum Kerugian Daerah (TPKD)] Penyelesalan bkan Kelengkapan Waktu
{Bupati} Daerah Kerugian Daerah Keruglan Daersh
(Majelis}

Surat keputusan pembebasan panggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat
belas} hari kerja sejak Maielis menetapkan putusan hasil sidang.

Surat keputusan pembebasan penggantiam Kerugian Daerah disampaikan kepada:

a. Badan Pemeriksa Xeuangan;

b. Majelis;

c. Plhak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Mempercleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari
penggantlan Kerugian Baerab; dan

d_PPXDN yans Beccanakiran




NOMOR SOP [SOP/HK/KPTS/2018
{Ditinjau
Kerbatil
) . . Tanggal £fektif
Algmat; Komplek Perkontoron Tenjung Agung - Sivk 5ri Indropura
Disahkan oleh {Bupati Siak
BADAN KEUANGAN DAERAH Nama SOP Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian Daserah
Penagihan dan Penyetoran Gantl Kerugian
Dasar Hukum Kuaiifikas! Pelaksana
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2); 1 Memahami aturan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik F3 Memiliki kewenangan dalam memproses Tuntutan Ganti Rugi
Indonesia Nomor 4355);
Peraturan Pemerintab Nomar 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Megara/Daerah terhadap Pegawai Neger! Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 3, Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
Kerugian Daerah > Komputer, printer, ATK
Piutang Tuntutan Gantl Rugi
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian merupakan bagian dari proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian sebagai salah satu > Kartu Inventaris Barang {KiB) untuk Kerugian dalam bentuk Barang Milik Daerah
bentuk um:na:._uw:m:\umae_.}m: Kerugian Daerah baik berupa uang atau mm.awm Milik Daerah. _.._ﬁ S0P ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi kemungkinan Kerugian > Nilai Busku dan Akumuiasi Penyusutan Aset Tetap untuk Kerugian dalam bentuk Barang
Daerah tidak dapat ditagih/diselesaikan dan pencatatan akan menurunkan nilai kekayaan Pemerintah Daerah, v = .
> Buku Kas Umurn untuk kerugian dalam bnetuk Uang




No. Kegiatan

Pelaksana Muty Baku
Pejabat Penyelesalan | Kepata SKPKD selaku _.__s.:_.u ﬂ“n v
Kerugian Daerah/PPKD}| Bendahara Umum | Kuasa BUD/Kas Daerah Menyebabkan Kelengkapan Waktu | Output
{Bupatl) Daerah
Keruglan Dawrah

Het.

1 {Berdasarkan SKTIM, SP2KPS atau SKPZK, Kepala SKPKD/BUD menylapkan Draft
Surat Tagthan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah.

2 |PPKD menetapkan Surat Penagihan. Surat penagihan diterbitkan oleh PPKD
paling lambat 7 {tujuh} hari kerja sejak SKTIM, atau SKP2KS, atau SKP2K|
ditetapkan.

3 |Kepala SKPKD/BLD menyampalkan Surat Tagihan ke Pihak/Qrang Yanrg
Merugikan/ pengampu/yang Memperoleh Hak/Ah Waris.

4 |Pihak/Orang Yang Merugikar/ pengampu/yang Memperoleh Rak/Ahli Waris
menerima Surat Tagihan dart PPKD Ca. Kepala SKPKD/BUD.

5 |Berdasarkan Surat Tagiban, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh)
Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.

& |Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoieh Hak/ At Waris yang telah
melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan
jurniah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTIM, atau SKP2XKS, atau
SKP2K, dinyatakan telah melakukan petunasan dengan surat keterangan tanda
lunas. Drfat Surat Keterangan Tanda Lunas disiapkan oleh Kepala SKPXD/BUD
untuk ditandatangani vieh PPKD atas pelunasan untuk SXTIM, SKPZKS, atau
SKP2K.

Surat Keterangan Tanda Lunas paling sedikit memuat:

a. ldentitas Plhak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. Jumtah Kerugian Caerah yang telah dibayar sesual dengan jumlah dan jangka
waktu yang ditetapkan dalam SKTIM, SKP2KS, atau 5KP2K;

¢. Pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Peagampu/ Yarng Memperoteh
Hak/Ahli Waris telah malakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;

d. Pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda
lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTIM; dan

¢. Pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat
keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau
SKP2K.

7 [Berdasarkan draft yang disiapkan Kepala SKPKD/8UD, PPKD menetapkan Surat
Keterangan Tanda tunas.

Y




No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
Pejabat Penyelesaian | Hepala SKPKD selaku v_:nr““-ﬂ:- yang
Keruglan Daerah/PPKD)| Bendahara Umum | Kuasa BUD/Kas Daerah duga Kelengkapan Waktu | Qutput
Menyebabkan
{Bupatl} Daerah
Kerugian Daerah

Kepata SKPKD/BUD menyampalkan Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak
yang Meruglkan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Wasis disertai dengan
pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jJaminan. Surat
keterangan tanda kinas disampalkan kepada:

a. Badan Pemeriksa Kevangan;

b. Majelis;

¢. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperaleh Hak/Ahti Warls yang
melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan

d. instansi yang berwenang meltakukan sita atas harta kekayaan,

Pihak/Orang Yang Merugikan/ pengampu/yang Memperoieh Hak/Ahli Waris
menerima Surat Keterangan Tanda Lunas dari PPKD Cqg. Kepala SKPKD/BUD.

10 {Atas dasar Surat Keterangan Tanda Lunhas, PPKD mengusulkan penghapusas:

a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam
|penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan
Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemevintahan. Ketentuan tata cara penghapusan diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selesai




